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BAB I PENDAHULUAN 

A. LATARBELAKANG 

1. VlSI MISI UNIT KERJA ESELON II, STRUKTUR ORGANISASI DAN 
PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI 

Visi Biro Persidangan I Sekretariat Jendral DPR RI 

Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan 

paripurna yang profesional dan akuntabel 

Misi Biro Persidangan I Sekretarit Jendral DPR RI: 

Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan 

Fungsi DPR RI Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang 

Pengawasan. 

Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan 

Persidangan Paripurna. 

Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di 

Komisi dan Persidangan Paripurna. 

Tujuan Biro Persidangan I Sekretariat Jendral DPR RI: 

Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Fungsi 

DPR RI di Bidang Legislasi, bidang anggaran dan bidang 

pengawasan. 

Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan 

Persidangan Paripurna. 

Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi 

dan Persidangan Paripurna. 
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Struktur Organisasi Biro Persidangan I Sekretariat Jendral DPR RI: 

I 	PIMPINAN DPR RI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
	

BADAN KEAHLIAN 

DEPUTI 

PERSIDANGAN 

KEPALA BIRO 
PERSIDANGAN I 

KABAG SET, 	KABAG. 	KABAG. 	I I FUNGSIONAL 

KOMISI I sd. XI 	PERSIDANGAN 	BAGIAN 	I I Perisalah Legislattf 
PARIPURNA 	RISALAH 	AhIi Madya 

Perisatab Le9islatit AhIi Muda 	
] 

Perisalati Legislatif AhIi Pertama 	J 
Asisten PerisaIi LegisIait Penyelia j 
Asisten Perisalah LeisIatif MaIiir ] 

Asisten Perisalah Legislatlf Terampil 

Periyusuri Risalah 	 I 
AnIis Tata Uaha 	 I 

-t Pengotah Data 

PengadminisIcai Umum 	 I 

Gambar 1. Struktur Organisasi 



Tugas Dan Fungsi Perisalah LegislatifAhli Pertama: 

Sesual dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017, tugas 

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah di atur dalam BAB IV Bagian 

Kesatu Pasal 5 yaitu melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang 

meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah 

rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta 

pengembangan sistem risalah rapat serta pengembangan sistem risalah rapat 

legisitif. Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif AhIi Pertama 

sesuai sebagai berikut: 

1) Mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara; 

2) Melakukan inventarisasi hasil transkrip,kelengkapan, dan bahan rapat 

untuk penyusunan risalah rapat sementara 

3) Memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat 

sementara; 

4) Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa 

Indonesia, berdasarkan: 

Jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman 

5) Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa 

asing, berdasarkan: 

Jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman 

6) Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa 

daerah berdasarkan: 
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Jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat 101 sampal dengan 150 halaman 
Jumlah halaman risatah rapat 151 sampai dengan 200 halaman 
Jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman 

7) Menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada 

penyelenggara rapat untuk dikoreksi 

8) Metakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi 

penyelenggara/ peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi 

9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi 

yang meliputi: 

Bulanan 
Triwulan 
Semester 
Tahunan 

10) Melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai 

e-risalah 

11) Menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah 

12) Melakukan pembuatan e-risalah: 

Risalah rapat sementara 
Risalah rapat resmi 
Risalah rapat yang sudah divalidasi 
Catatan rapat 
Laporan singkat 
Himpunan risalah rapat 

13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-risalah yang meliputi: 

Bulanan 
Triwulan 
Semester 
Tahunan 

14) Menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah 

15) Menginventarisir dokumen softcopy e-risalah 

16) Membuat sistem database informasirisalah 
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17) Melakukan pemasukkan e-risalah kedalam database sistem informasi 

nsa lab: 

Risalah rapat sementara 
Risalah rapat resmi 
Risaiah rapat yang sudah divalidasi 
Catatan rapat 
Laporan singkat 
Himpunan risalah rapat 

18) Menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database risalah 

yang meliputi: 

Bulanan 
Triwulan 
Semester 
Tahunan 

19) Melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipubikasikan 

20) Menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasi 

21) Menelaah dan memintapersetujuan e-risalah yang akan dipublikasikan; 

22) Melakukan publikasi dalam jaringan intranet] internet: 

Risalah rapat sementara 
Risalah rapat resmi 
Risalahrapat yang sudah divalidasi 
Catatan rapat 
Laporan singkat 
Himpunan risalah rapat 

23) Menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-risalah dalam jaringan 

intranet/ internet yang meliputi: 

Bulanan 
Triwulan 
Semester 
Tahunan 
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2. KONDISI SAAT INI 
Tidak ada pedoman dalam pemberian tugas pembuatan risalah 

sementara sehingga bahan rapat tidak disertakan. Dalam 

penerimaan tugas penyusunan risalah rapat sementara saat mi 

bahan rapat tidak terlampir sehingga penyusunan risalah rapat 

sementara masih kurang efektif. 

Tidak ada database risalah. Tidakadanya database risalah 

menyebabkan pengelolaan penyimpanan risalab tidak teratur, 

sehingga menyulitkan perisalah dalam menelusuri hasil kerja yang 

lalu. 

Tidak ada pedoman penyusunan laporan pelaksanaan tugas 

penyusunan risalah sementara. Dengan tidak adanya pedoman 

penyusunan laporan dalam pelaksanaan tugas sehingga 

pembuatan laporan tidak mempunyai standar buku. 

3. KONDISI YANG DIHARAPKAN 
Diperlukan pedoman penyusunan risalah rapat agar bahan rapat 

dapat dilampirkan sehingga dapat mempercepat pembuatan risalah 

rapat sementara. 

Data base risalah sangat diperlukan untuk mempermudah dalam 

penyimpanan dan penelusuran risalah rapat 

Pedoman penyusunan laporan dalam pelaksanaan tugas sangat 

diperlukan agar penyusunan laporan mempunyai standar buku. 

4. IDENTIFIKASI ISU 
Berdasarkan dari kondisi yang terjadi saat mi dan kondisi yang 

diharapkan maka terdapat beberapa identifikasi isu yang dapat di ambil, 

antara lain 
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Belum adanya pedoman pemberian bahan rapat dalam penyusunan 

risalah rapat sementara. 

Belum adanya database risalah untuk menyimpan risatah rapat 

C. Belum adanya pedoman penyusunan laporan pelaksanaan tugas 

penyusunan risalah rapat sementara. 

5. TEKNIK ANALISIS USG 

Isu U S G Total Nilai 

1. Belum adanya pedoman pemberian 

bahan 	rapat 	dalam 	penyusunan 4 5 4 13 

risalah rapat sementara. 

2. Belum 	adanya 	database 	risalah 

untuk menyimpan risalah rapat. 2 3 2 7 

3. Betum 	adanya 	pedoman 

penyusunan 	laporan 	pelaksanaan 
332 8 

tugas 	penyusunan 	risalah 	rapat 

sementara. 

iaei 1. ieKnIK/knallsi uu 

Keterangan : (skor 1-5) 

Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert: 

1: sangat kecil/ rendah pengaruhnya 

5 sangat besar/ tinggi pengaruhnya 

U : seberapa mendesak suatu isu harus di bahas dan ditindak lanjuti 

S : seberapa serius isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya. 

G : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani. 
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Dari isu-isu yang di angkat di atas dapat dipilih isu "Belum adanya 

pedoman pemberian bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat 

sementara." 

Dengan menggunakan teknik tapisan isu USG dapat dijelaskan: 

Urgency jika dalam penyusunan risalah rapat sementara perisalah tidak 

memiliki bahan rapat, maka pengerjaan akan Iebih lama untuk 

diselesaikan, dan pekerjaan perisalah akan menumpuk untuk 

d ise I esai ka n. 

Seriousness, isu tersebut termasuk cukup serius mengingat 

pentingnya bahan rapat sebagai pedoman perisalah dalam menyusun 

risalah rapat sementara. 

Growth, jika isu mi tidak segera di tindak lanjuti maka akan memberi 

dampak buruk kepada perisalah dalam pembuatan risalah rapat 

sementara berkaitan dengan kualitas risalah yang dihasilkan. 

6. GAGASAN PEMECAHAN ISU 
Dari identifikasi isu di atas dapat dipilih isu yang dengan gagasan 

pemecahan isu membuat pedoman untuk melampirkan bahan rapat 

dalam penyusunan nisalah rapat sementara. 

TUJUAN 
Tujuan yang diharapkan atas gagasan pemecahan isu yang telah 

dipilih adalah untuk mempercepatlmenghindari kesalahan dalam 

pembuatan risalah rapat sementara oleh perisalah Iegisatif ahli pertama. 

MANFAAT 
Manfaat yang diperoleh atas gagasan pemecahan isu yang 

diangkat adalah dengan diterapkannya "Pedoman pemberian lampiran 
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bahan rapat dalam penyusunan rsaIah rapat sementara", maka perisalah 

dapat mengetahui materi yang dibahas dalam rapat dan dapat 

memperkaya wawasan terhadap istilah atau kode maupun data yang 

muncul pada rekaman pembicaraan dalam rapat, sehingga mempercepat 

pemahaman dalam mengolah hasil transkip menjadi risalah rapat 

sementara. 

F' 
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BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja 	 : Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

Identifikasi Isu 	: 1. Belum adanya pedoman pemberian bahan rapat dalam penyusunan risalah 

rapat sementara. 

Belum adanya database risalah untuk meyimpan risalah rapat. 

Belum adanya pedoman penyusunan laporan pelaksanaan tugas 

penyusunan risalah rapat sementara. 

Isu yang Diangkat 	: Belum adanya pedoman pemberian bahan rapat dalam penyusunan risalah 

rapat sementara. 

Gagasan 	 : Membuat pedorrian untuk melampirkan bahan rapat dalam penyusunan risalah 

Pemecahan Isu 	 rapat sementara. 
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No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi 	Misi 

Organisasi 

Penguatan 

Nilai 

Organisasi 

Mengumpulka - 	 Identifikasi data risalah- - Identifikasi 	data Nilai Dasar PNS: 1. Seluruh 1. Akuntabel 

n 	materi- risalah rapat yang ada risalah rapat 1. Nasionalisme (kerjasama, rangkaian 2. 	Profesional 

materi 	risalah di bagian risalah. - Terkumpulnya kepentingan bersama) kegiatan 	ini 3. 	Integritas 

rapat. bahan-bahan rapat. Etika 	 Pubhk mendukung 

(berkomunikasi 	dengan visi organisasi 

balk) yaitu 

Komitmen 	Mutu 	(efektif Terwujudnya 

dan efisien) dukungan 

Perandan Kedudukan: persidangan 

Whole of Government Komisi 	dan 

Persidangan 2 Diskusi terarah - Penjadwalan 	waktu - Jadwal diskusi Nilai Dasar PNS: 

dengan diskusi dengan mentor. - Laporan 	hasil Nasionalisme (kerjasama, paripurna 

mentor. Koordinasi 	mengenai identifikasi 	yang kepentingan bersama) yang 

bahan-bahan rapat. sudab disetujul oleh Etika 	 Publik profesional 

- Diskusi derigan mentor mentor. (berkomurilkasi 	dengan dan 

mengenai 	hash - Form ceklist. balk) akuntabel. 

identfikasi data 	risalah Perandan Kedudukan: 2. Rangkaian 

rapat. Whole of Government kegiatan 	ini 
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- Menyusun laporan hasil mendukung 

identifikasi misi 

organisasi 3 Penyusunan - Mencari 	data 	tentang - Pedoman 	untuk Nilal Dasar PNS: 

pedoman pedoman bahan rapat melampirkan Nasionalisme (kerjasama, yaitu, 

pemberian - Meriyusun 	pedoman bahan rapat. kepentingan bersama) mewujudkan 

bahan rapat untuk 	melampirkan Etika 	 Publik dukungan 

bahan rapat (berkomunikasi 	dengan rapat dan tata 

balk) usaha 	dalam 

Peran dan Kedudukan: pelaksanaan 

Whole of Government Persidangan 

Paripurna, 4 Rapat 	intern - Penjadwalan 	waktu - Jadwal rapat NiIai Dasar PNS: 

membahas rapat. - Undangan Akuntabilitas 	(tanggung mewujudkan 

mengenal - Pembuatan 	undangan - Laporan 	singkat jawab, kejelasan) kebijakan 

pedoman rapat mengenai Nasionalisme penyelenggar 

pemberian - Rapat 	 intern pembahasan rapat (kepentingan bersama) aan dukungan 

lampiran untuk pembahasan Komitmen 	mutu 	(efektif, persidarigan 

mendapatkan mengenai bahan rapat. efisien, 	inovasi 	dan di Komisi dan 

bahan rapat. orientasi mutu) Persidangan 

Perandan Kedudukan: Paripurna 

Pelayanan Publik 

5 Sosialisasi - Membuat 	surat - Undangan Nilai Dasar PNS: 

pedoman undangan sosialisasi. - Daftar hadir 1. Akuntabilitas 	(tanggung 

pemberian - Catatan rapat. jawab, transparansi) 
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lampiran untuk Menyusun pointer dan Nasionalisme 

mendapatkan bahan sosialisasi. (kepentingan bersama) 

bahan rapat. Etika 	 publik 

(berkomunikasi 	dengan 

baik) 

Komitmen 	mutu 	(efektif, 

efisien, 	inovasi 	dan 

orientasi mutu) 

Peran dan Kedudukan: 

Whole of Government 

Pelayanan Publik 

6 Evaluasi - Melakukan 	analisa - Pedoman Nilai Dasar PNS: 

hasil evaluasi pemberian 	bahan Akuntabilitas 	(tanggung 

rapat yang telah di jawab, kejelasan) 

revisi. Nasionalisme 

(kepentingan bersama) 

Etika 	 Publik 

(berkomunikasi 	dengan 

baik) 

Komitmen 	mutu 	(efektif, 

efisien, 	inovasi 	dan 

orientasi mutu) 
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5. Anti 	Korupsi 	(disiplin, 

berani, jujur) 

Peran dan Kedudukan: 

Whole of Government 

Pelayanan Publik 

Tabel 2. Rancangan Kegiatan Aktualisasi 
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN 

Waktu 	- Bukti Fisik 
Pelaksanaan 

Identifikasi data risalah-risalah 22 Juli - 07 Larnpif an 1 
rapat yang ada di bagian Agustus 2019 Lampiran 2, 

Mengumpulkan 
risalah. Lampiran 3, 

Lampirari 4, 
materi-materi Lampiran 5, 
risalah rapat. Lampiran 6 

Lampiran 7 

Penjadwalan waktu diskusi Komunikasi 
dengan mentor. Koordinasi Verbal 

Diskusi terarah merigenai bahan-bahan rapat. 29 Juli 2019  
2 dengan mentor. Diskusi dengan mentor Lampiran 8 

mengenai hasil identifikasi data Lampiran 9 
risalah rapat.  
Mencari data tentang pedoman 31 Juli 2019 Buku 

Penyusunan bahan rapat referensi 

pedoman  Menyusun pedoman untuk 16 Agustus 2019 Lampiran 10 pemberian 
bahan rapat melampirkan bahan rapat (pedoman) 

Rapat intern Penjadwalan waktu rapat. 24 Agustus 2019 Penjadwalan 

membahas melalu 

mengenai komunikasi 

pedoman verbal 

4 
pemberian 
lampiran untuk Pembuatan undangan rapat 24 Agustus 2019 Lampiran 11 

mendapatkan (undangan) 

Rapat intern pembahasan 26 Agustus 2019 Lampiran 12 bahan rapat. 
mengenai bahan rapat (Lapsing 

Sosisalisasi) 

Sosialisasi Membuat surat undangan Lampiran 11 

pedoman sosialisasi. (undangan) 

iiibi  24 Agustus 2019 Menyusun pointer dan bahan Lampiran 13 
sosialisasi (gambaran 

mendapatkan umum) 
bahan rapat.  

Melakukan Analisa hasil 26 Agustus 2019 Pedoman 

6 evaluasi evaluasi yang sudah 
di revisi 

Fabel 3. Rekap Evidence kegiatan 
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Deskripsi Kegiatan 

1. Mengumpulkan materi-materi risalah rapat. 

Tahapan kegiatan mengumpulkan materi risalah rapat merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah penu)is dalam melakukan 

penyusunan risalah rapat sementara. Pada kegiatan mi penulis 

mengumpulkan contoh risalah rapat yang sudah ada, cara penyusunan 

risalah, dan mengumpulkan bahan-bahan rapat. 

1.1 Tahapan kegiatan dan output: 

a. Identifikasi data risalah-risalah rapat yang ada di bagian risalah. 

Penulis melakukan identifikasi risalah-risalah rapat yang dihasilkan di 

bagian risalah. Outputnya berupa hasil Identifikasi seperti risalah rapat 

sementara, risalah rapat resmi, dan contoh dari risalah rapat yang 

sudah di cetak kemudian dikumpulkan oleh penulis sebagai bahan 

ref erens I. 

1 

IL. 



No Daftar bahan rapat Keterangan 

1 Undangan rapat Undangan yang ditujukan kepada 

seseorang/bagian untuk 

menghadiri rapat. Berisi tempat, 

tanggal, dan acara rapat. 

2 Daftar hadir Merupakan daftar yang 

menyatakan kehadiran seseorang 

pada rapat dengan 

menandatangani daftar hadir. 

3 Laporan singkat Adalah catatan hasil rapat yang 

memuat kesimpulan dan/atau 

keputusan rapat. 

4 Bahan rapat Terdiri dari bahan-bahan rapat 

seperti tematik rapat, DIM, 

tanggapan umum fraksi, RUU, 

bahan rapat pemerintah, dli 

5 Skenarlo rapat Susunan atau tata cara jalannya 

rapat yang berisi pembukaan/ 

pengantar ketua rapat dan urutan 

acara rapat yang menjadi acuan 

ketua rapat dalam memimpin 

acara Rapat Dewan. 

label 4. Tabel Identifikasi Bahan Rapat 

1.2 Keterkaitan substansi mata pelatihan 

a. Akuntabilitas 
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Dalam pengumpulan bahan-bahan rapat merupakan tanggung jawab 

perisalah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

Perisalah Legislatif AhIi Pertama. 

Nasionalisme 

Dalam pengumpuan bahan rapat diperlukan kerjasama yang balk 

antara bagian Risalah dengan AKD sebagai Stakeholdereksternal. 

Etika Publik 

Dengan cara penyampaian yang dan komunikasi yang baik maka 

koordinasi dengan AKD akan berjalan dengan lancar. 

Komitmen Mutu 

Identifikasi bahan-bahan rapat dilakukan untuk mempermudah 

penyusunan risalah rapat sementara agar lebih efektif dan efisien. 

2. Diskusi terarah dengan mentor. 

Pada tahapan kegiatan mi penulis melakukan diskusi dengan mentor yaitu 

Dra. Tri Budi Utami, M.Si untuk dapat menyampaikan rancangan kegiatan 

yang akan dilakukan dan mendapatkan arahan agar tahapan kegiatan 

aktualisasi dapat berjalan dengan balk. 

2.1 Tahapan kegiatan dan output: 

Penjadwalan waktu diskusi dengan mentor. 

Pada kegiatan ml penulis melakukan penjadwalan diskusi dengan 

mentor yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu mentor. Output 

yang dihasilkan dari tahapan kegiatan mi adalah kesepakatan waktu 

dan tempat clari mentor dan penulis untuk melakukan diskusi atau 

konsultasi mengenal rancangan kegmatan aktualisasi secara informal 

dan fleksibel. Jadwal ditentukan secara verbal tanpa terjadwal secara 

tertulis. 

Koordinasi mengenai bahan-bahan rapat. 
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Pada tahapan kegiatan koordinasi bahan rapat, penulis di dampingi 

oleh mentor mengunjungi AKD sebagai stakeholder eksternal yang 

berhubungan langsung dengan risalah rapat sementara. Hal tersebut 

dilakukan agar penulis dapat berkoordinasi langsung dengan AKD 

untuk meminta bahan-bahan rapat yang dibutuhkan. 

!9ifp Q 

r 	_ 1t1 

c. Diskusi dengan mentor mengenai hasil identifikasi bahan rapat. 
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Setelah mengumpulkan beberapa bahan rapat yang didapatkan dan 

AKD, penulis melakukan diskusi dengan mentor untuk menentukan 

apa saja bahan-bahan rapat yang dibutuhkan dalam penyusunan 

risalah sementara. Output dari kegiatan ini berupa laporan sing kat 

dari diskusi mengenai identifikasi bahan rapat dengan mentor. 

(terlampir). 

I 

d. Menyusun laporan hasil identifikasi. 

Hasil identifikasi bahan rapat tersebut yaitu berupa daftar hadir, 

undangan rapat, skenario rapat, bahan rapat/ tematik, dan lapsing 

rapat. Pada kegiatan mi output yang dihasilkan adalah form ceklist 

yang digunakan sebagai pelampiran dalam permintaan bahan rapat 

kepada AKD. (terlampir) 

2.2 Keterkaitan substansi mata pelatihan: 

a. Nasionalisme 

20 



Dalam melakukan diskusi dengan mentor tentu memerlukan 

kerjasama yang balk. 

b. Etika Publik 

Dibutuhkan komunikasi yang baik dalam berdiskusi agar dapat saling 

bertukar pikiran dan pendapat demi terwujudnya tujuan dari diskusi 

terseb ut. 

3. Penyusunan pedoman pemberian bahan rapat. 

Tahapan kegiatan mi penulis membuat pedoman pemberian bahan rapat 

dalam penyusunan risalah rapat sementara dengan arahan dan diskusi 

dengan mentor. 

3.1 Tahapan kegiatan dan output: 

a. Mencari referensi mengenai pembuatan pedoman. 

Tentunya penulis membutuhkan referensi sebagai contoh dalam 

penyusunan pedoman. Penulis mengunjungi perpusatakaan untuk 

meminjam beberapa buku yang dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pembuatan pedoman. 

,t~ 

I 
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Menyusun pedoman untuk melampirkan bahan rapat dalam 

penyusunan risalah rapat sementara. 

Penulis menyusun pedoman pemberian bahan rapat dalam 

penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan media 

leaflet. Penggunaan media leaflet diharapkan dapat menarik perhatian 

dan mudah dipahami untuk stake holder sehingga pedoman yang 

dibuat dapat dimanfaatkan sebaik.-baiknya. 

Dalam penyusunan pedoman penulis menjelaskan mengenai risalah 

rapat sementara dan tujuan dari dibuatnya pedoman tersebut. Selain 

itu penulis juga membuat alur kerja dengan diagram gambar agar 

mudah dipahami disertai dengan keterangan Iengkap alur kerja yang 

ada di dalam diagram gambar tersebut untuk memberikan keterangan 

kepada stake holder mengenai pedoman pemberian bahan rapatnya. 

Di bagian akhir leaflet penulis memberikan lampiran form ceklist yang 

digunakan sebagai alat bantu pada saat meminta kelengkapan-

kelengkapan bahan rapat kepada stakeholder. Output yang dihasilkan 

dari kegiatan mi adalah leaflet pedoman pemberian bahan rapat dalam 

penyusunan risalah rapat sementara. (terlampir) 

Diskusi terarah dengan mentor. 
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Setelah pedoman yang disusun oleh penulis selesai, penulis 

melakukan diskusi terarah dengan mentor untuk diberi arahan 

mengenai pedoman yang dibuat. 

1. 

	

-. 	- 

'4- 

. 	p. 
	pV 

3.2 Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Akuntabilitas 

Dalam penyusunan pedoman pemberian bahan rapat merupakan 

pertanggung jawaban dari gagasan pemecahan isu penulis. 

Etika Publik 

Dalam berkoordinasi dengan semua pihak yang berhubungan 

dengan isu yang di angkat memerlukan komunikasi yang baik dalam 

penyusunan pedoman. 

Komitmen Mutu 

Pembuatan pedoman merupakan saah satu inovasi yang dapat 

digunakan untuk hasil yang Iebih efektif dan efisien baik oleh 

secretariat AKD sebagai penyelenggara rapat maupun oleh PL 

tingkat muda yang akan mengolah Risalah sementara menjadi 

PAI 



dokumen selanjutnya seperti validasi, otentikasi, penyusunan Risalah 

tetap, dstnya. 

4. Rapat intern dengan Peneliti AhIi 

4.1 Tahapan kegiatan dan output: 

Penjadwalan waktu rapat. 

Pada tahapan kegiatan ml penulis menentukan jadwal rapat dengan 

menghubungi bapak Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. selaku Peneliti 

Madya untuk koordinasi waktu dengan mentor dan kepala bagian 

risalah mengenal jadwal rapat yang sekaligus dilaksanakannya 

sosialisasi leaflet pedoman pemberian lampiran bahan rapat. Output 

dari kegiatan mi berupa jadwal yang ditentukan melalul whatsapp 

dengan Peneliti Madya dan kesepakatan dari mentor dan kepala 

bagian risalah. 

• 	116PM 	 11  1 • — 

< 0 pak budiman 

taal, p0k nnn soya Irdokon p6k keberulan 

Opium soiesa, 
- 

Salu,d.y 

selarnat stung yak budiman. moo 

n'ong.ngarkan bok lenin ada sasialisar 

angJam23y7a 

salamat slang pak Pudirnaniniuk 
undangan SoslalisaSI sudoh di antarkan ke 

ruangan tsapak terinlakasih yak - 

Jam bnp pa 
By 19 dl atari ,nnr,rrlri krr 

i 4 kshpok 

-1- 
	 yo 

Pembuatan undangan rapat 
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Setelah jadwal rapat ditentukan penulis membuat udangan rapat 

dengan bantuan ibu Ratu Mety Mulyanisari, SE selaku staf tata usaha 

di bagian Risalah untuk membuat undangan rapat. Output yang 

dihasilkan berupa undangan rapat dan sosialisasi pedoman 

pemberian bahan rapat. (terlampir) 

Rapat intern dengan Peneliti AhIi membahas mengenai pedoman 

bahan rapat. 

Pada tahapan kegiatan mi penulis memaparkan isi dari pedoman 

pemberian bahan rapat kepada seluruh tamu undangan yang hadir 

termasuk bapak Drs. Ahmad Budiman, M.Pd sebagai Peneliti Madya. 

Output dari kegiatan ini adalah laporan singkat berupa masukan dan 

kritik dari Peneliti Ahii. (terlampir) 

dW 

4.2 Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Nasionatisme 

Membutuhkan kerja sama yang balk antara Perisalah Legislatif dan 

Pen&iti Ahli agar informasi yang diberikan dapat diterima dengan balk. 

Etika Publik 

Tahapan mi tentunya membutuhkan komunikasi yang baik dalam rapat 

intern dengan Peneliti AhIi. 

25 



5. Sosialisasi pedoman pemberian lampiran untuk mendapatkan bahan 

rapat. 

5.1 Tahapan kegiatan dan output: 

Membuat surat undangan sosialisasi. 

Setelah waktu rapat dan sosialisasi ditentukan penulis membuat 

undangan sosialisasi untuk stakeholder internal dan eksternal melalui 

koordinasi dengan ibu Ratu Mety Mulyanisari, SE selaku staftata 

usaha di bagian Risalah untuk membantu membuat surat undangan 

sosialisasi dan peminjaman ruangan untuk kegiatan sosialisasi. Output 

kegiatan yang dihasilkan adalah undangan sosialisasi kepada 

stake holder internal dan eksternal. (terlampir) 

Menyusun pointer dan bahan sosialisasi. 

Pada tahapan kegiatan mi yang dilakukan penulis adalah membuat 

bahan presentasi sebagai alat bantu dalam sosialisasi pedoman 

pemberian bahan rapat untuk menjelaskan kepada seluruh 

stakeholderagar pedoman yang dibuat nantinya dapat digunakan dan 

dimengerti dengan baik. 

Mencetak leaflet untuk sosialisasi pedoman. 

Penulis mencetak leaflet untuk dibagikan kepada tamu undangan 

sebagai alat bantu pemahaman pedoman. Output dari kegiatan mi 

berupa pedoman pemberian bahan rapat dalam bentuk leaflet. 

(terlampir) 

Melakukan sosialisasi pedoman pemberian bahan rapat kepada 

Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan perwakilan dari AKD. 

Sosialisasi pedoman dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 di 

ruangan pansus C yang dihadiri oleh M. Dimyati Sudja, S.Sos., M.Si. 

selaku Kepala Biro Persidangan I, Muhamad Yus lqbal, SE selaku 

Kepala Bagian Risalah, dan beberapa Ahli Madya Bagian Risalah 
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yaitu Dra. Tri Budi Utami, M.Si sekaligus mentor, Dra. Nurani Bodroini 

dan Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si. Beberapa perwakilan dari AKD 

(dalam hal mi Komisi I - XI) dan juga rekan-rekan dari bagian risalah 

sebagai stake holder internal. Penulis menjelaskan isi dari leaflet yang 

merupakan pedoman untuk meminta bahan rapat kepada AKD dan 

baru setelah itu para tamu undangan dimintai pendapat dan masukan 

untuk sosialisasi clari hasil sosialisasi pedoman itu sendiri untuk dicatat 

oleh penulis dan di lakukan perbaikan pada pedoman. Output dan 

kegiatan mi adalah catatan rapat atau laporan singkat dari rapat dan 

sosialisasi. (terlampir) 

e. Mendapatkan masukan dari basil sosialisasi dan menindaklanjuti hasil 

sosialisasi. 

Pada tahapan kegiatan mi penulis menerima masukan dan pendapat 

dari tamu undangan untuk memperbaiki kekurangan dari pedoman 

yang dibuat. 

5.2 Keterkaitan substansi mata pelatihan 

a. Akuntabilitas 
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Sosialisasi merupakan tanggung jawab dari dibuatnya pedoman 

pemberian lampiran bahan rapat, agar pedoman tersebut diketahui 

oteh stake holder sehingga mempermudah pelaksanaan pedoman 

tersebut. 

Nasionalisme 

Dibutuhkan kerjasama yang baik antara Penisalah dan juga 

Stakeholder yang terkait untuk mejalin sinergitas dalam pengolahan 

Transkip menjadi Risalah Rapat Sementara 

Etika Publik 

Membutuhkan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan sosialisasi. 

Komitmen Mutu 

Dengan diberikannya masukan dan saran pada hasil sosialisasi 

menjadikan bahan penyempurnaan dalam penyusunan pedoman. 

6. Evaluasi 

6.1 Tahapan kegiatan dan output 

a. Melakukan Analisa hasil evaluasi. 

Setelah melakukan sosialisasi, tidak ada evaluasi yang terlalu 

signifikan mengenai pedoman pemberian bahan rapat, hanya ada 

beberapa masukan untuk AKD agar dapat bekerja sama dengan 

bagian nisalah dalam pemenuhan bahan rapat. 

6.2 Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Akuntabilitas 

Pedoman pembenian bahan rapat merupakan output dari kegiatan mi 

yang menjadi pertanggung jawaban dari identifikasi isu yang di 

angkat penulis. 

Nasionalisme 
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Gagasan pemecahan masalah ml berupa Pedoman yang dapat 

digunakan untuk kepentingan Bersama. 

Etika Publik 

Untuk menggunakan pedoman tersebut dibutuhkan komunikasi yang 

baik antara Perisalah Legislatif dengan AKD agar tujuan 

pengumpulan bahan rapat dapat terpenuhi. 

Komitmen Mutu 

Pedoman yang dihasilkan merupakan salah satu inovasi dari Bagian 

Risalah untuk hasil Risalah rapat sementara yang lebih efektif dan 

efisien. 

Anti Korupsi 

Dengan adanya pedoman pemberian bahan rapat akan menjadikan 

inventarisasi bahan rapat lebih disiplin dalam pengumpulannya. 

STAKEHOLDER (INTERNAL DAN EKSTERNAL) 

INTERNAL 

Pejabat dan Pegawal di Bagian Risalah 

EKSTERNAL 

Pejabat dan Pegawai Komisi I - Xl 

ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN 

Dampak yang terjadi apabila kegiatan tidak dilakukan adalah terjadinya 

pengolahan hasil transkrip sebagai bahan penyusunan risalah sementara yang 

belum optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam 

Permenpan dan pemanfaatan risalah sementara balk sebagai dokumen 

pendukung rapat berikutnya ataupun sebagal bahan referensi di bidang 

penegakan hukum. Misalnya terjadi gugatan terhadap RUU di Mahkamah 

Konstitusi maka risalah rapat RUU yang bermasalah tersebut sangat 
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diperlukan sebagal barang bukti, maka Pedoman pemberian Lampiran bahan 

rapat Penyusunan Risalah Rapat Sementara sangat diperlukan sebagal 

penunjang kinerja perisalah dalam menyusun risalah rapat sementara. 

E. TIME SCHEDULE 

Kegiatan 

Juli Agustus 

Week Week 

4 512345 

Mengumpulkan materi Risalah Rapat  

Diskusi terarah dengan mentor  

Rapat intern untuk membahas mengenal tata cara 

pelaksanaan untuk mendapatkan bahan rapat. 

Penyusunan tata cara pengumpulan bahan rapat. - - 

Sosialisasi di bagian risalah - - 

Evaluasi 

rabet 5. Time Schedule 

Of 



BAB III PEN UTUP 

A. KESIMPULAN 

Bagian Risalah merupakan unit kerja yang membidangi kegiatan 

yang berhubungan dengan risalah rapat. Risalah rapat merupakan catatan 

rapat yang disusun secara Iengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan 

yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang jenis dan 

sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat,acara rapat, waktu pembukaan 

dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota 

yang menandatangani daftar hadir serta undangan yang hadir.Risalah rapat 

sementara merupakan salah satu output rapat yang dihasilkan dari setiap 

kegiatan rapat dilingkungan DPR RI yang mempunyai peranan penting yaitu 

menjadi bahan dan materi dalam proses pengambilan keputusan rapat 

selanjutnya, menjadi dokumen negara, menjadiinformasi publik yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, dan sebagai salah satu alat bukti terhadap proses 

hukum yang terjadi seperti judicial review, kasus korupsi dan lain-lain. 

Mengingat betapa pentingnya Risalah rapat maka diharapkan 

dalam penyusunan risalah rapat sementara memiliki pedoman, karena yang 

terjadi saat ini dalam penyusunan risalah rapat sementara dalam penyerahan 

transkip dan kaset rapat tidak disertal dengan bahan rapat. Padahal bahan 

rapat sangatlah penting dan merupakan salab satu bahan acuan bagi 

Perisalah Legislatif dalam menyusun Risalah rapat sementara mengingat 

penyusun Risalah rapat sementara berasal dari bidang ilmu yang berbeda-

beda dan harus menyusun Risalah rapat sementara yang membahas 

mengenai bermacam-macam ilmu untuk kepentingan AKD. 

Sehingga dengan adanya pedoman pemberian bahan rapat dalam 

penyusunan Risalah rapat sementara ini diharapkan dapat sebagai pedoman 
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dalam melampirkan bahan rapat, untuk meningkatkan kinerja pegawai, 

mempermudah penyusun dalam memahami apa yang dibahas dalam rapat, 

dan juga menyediakan daftar cekils kelengkapan bahan rapat. 

B. SARAN 

Dengan dibuatnya pedoman pemberian bahan rapat ml diharapkan dapat 

membantu Perisalah Legislatif dalam menyusun Risalah rapat sementara 

menjadi lebih optimal. 

Dalam kondisi yang sekarang ada di Bagian Risalah saran yang bisa diberikan 

kepada stake holder balk internal maupun eksternal adalah agar sesegera 

mungkin menggunakan pedoman tersebut dalam penyusunan risalah rapat 

sementara agar dapat mengantisipasi kesalahan pemahaman pada isi dan 

Risalah rapat sementara. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Daftar Hadir Rapat Komisi V 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REF'UBLIK INDONESIA 

MASA PER3IDAN(AN 	. V 
TAHUNSII)AN() 	 2018-2019 

DAFTAR HADIR 
ANC.GOTA KOMISI V DPR RI 

HIDANG 
PFRI-IUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM. PERIJMAHAN RAKYAT. 

PEMBANGUNAN DAERAJ I TERTINOGAL BADAN MflEOROI OGI. 
KIJMATOLOGI DAN GEOFISIKA RACIAN SAR TsJASIONAL DAN 13FW5 

Rapat Ke 
Jenin Rapat Rapat Rengar Pendapat 
I-tariilanggal Rabi 19 JunI 2019 
Sitat Terbuka 
P2cuI 09.00 *15 s/d 13 OC 
Ierrpat Rua'g Rape? Rail Room Hotel Ayara- Jakarta 
Acata Membahan atakasi uvgrun menurut fungst, program dan pr?orttan anggera 
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Kementerianhlembuga reltra keeja KomIsl V LWR RI 

Ketua Raat 
Sekretar?5 Hunk I"ihatin l3udastu, SI 
Hadir Anggota dm1 53 Anggota KcrnlSI V DPR RI 

Hadir Mitra Drjen Cipta Karya 	Dilen Penyedlaan PenJmaIlan. Diner, Pnmblayaa 
Pen.n'.atiafl 

PIMPINAN KOMISI V DPR-RI 
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_______ 
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I 	A 301 II? lAITY 1)IFSW FRANCiS. MMA 	 DERINORA NIT II Kntua I 

2 	A-? 17 LASARUS, 1.50$. MS 	 P011' KAI pg 2/k Kntua 

3 	A.319 1)91 II. 93NU MUNZIR 	 PG SULBAR Wk. Ketua 

4 	A-4 4 H. ANTON SuK'IRTONO SURATTO. M.5I 	PD )ABA2 V win Ketu0 

5. 	A 114 

L_ 
IR. H. SnOrt SOSIANTOMO 	 P1(1 JATIM I WIC Kelnrn S. 	... .......  

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

TANDA TANGAN 

33 



IS 

r)6A-316  

ANG ANG 

0 

MAMA 

1 M1JHIIN M SAr', SE. MBA 

Fit. KID WAN I1AE 

DAL 

SULTLN 	1 
SULTRA  

f 	TANDATANGAN 

7 DRCAPT.ANTHONSIHOMBING SIJMUTIII 

 I I-UMKA 8. I(AIJY SLJLSEL I 18 	.......................... 

19 A-?(S H.DANILLMIJTAOIFNSYAI)IN,ST JABAR VIII 9 	...-..... 

20 A-289 Dr. II. C,ATOT SUDJITO, M.5i JA11M Vii 20..................... 

21 A243 IIj. SANIAIUI- LATIV#\ JAMI3I 21 

22 M-- 
NJ AA11 ,UUE MAHYUDIN, SE KALTEFqG 22....................... 

FRAKSI PARTAI GERINDRA rN iIIiii  NAMA 
ANG 

I. ANIM IWAN DARMA WAN ARAS, SE 

li. NOVITA WIJAYANTI. SE. MM  

DO RELKJ PRAT/rMA. 60 

. SU(IARNA.. SE. M.Si 

ii It. RAMbANG HARVO SOEKARTONO 

IDA BAGUS PIJTU SUKARTA SU, M.Si 

DAPIL 	 TANDATANGAN. 

LII / 23 ................. 

.IATI±NG ViE 24 

SUMEAK II 	 / 	25 ........ 

JALJAII XI 	26 ...Jf .. 

.IAT1MI 	 27 	,............ 

BALi 	
i 	

., ............ 

tlçMr.OI 

q MAMA DAPIL TANL)ATANOAN 

-440 HARTANTOEDIIIIi WIBOWO 	 BANIEN Iii 29............... 

: 

MM 

oR.IRB4JI:uMDAaM, 	 S:L:II 31 ........... .... 

32 	A-43 WILl FM V.ANDIK, S Sos 	 PAPUA 32 

33 	A-400 

. 

am 	IHOSII ALLEN MAROUN. MM 	 SUMU1' ii 33......................... 

FRAKSI PAITAI AMANAT NASION 

DAPIL 	. 	'rANDA 

A-487 H SUNGKONO 

-35 A464 HA BAKE! H.M. SE 

36 A-466 I ji. t-IANNA GAVATRI. SN 

37 A-SOS JOHN SIFFY MIRIN 

38 A•474 HI, INTAN FiJ'RIANI\ FAUZI, SR LL.M 

JA I IM: . 

)AMBI 1 	
/ 

36................... 

SUMSEL II 

I'APUA 

36 	I1; 

37.................... 

JPsBARVI 
. .....q 

34 



ERAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 

NO ANG 
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Jakarta, 19 luni 2019 

Mengetlthul KHbag5Ct Komisi V DPR RI 

NUNIK 'RliNUPI1!STUIL21 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

MASAPERSIDANGAN 	V 
T4HUNS11)ANG 	 7018-7019 

DAFTAR HADIR 
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RARVAT 
Rapat Ks 
Jenis Rapat 	 Rapat Rengar Pondapat 
HaifTanggoI 	 Ral2u 19 Jurti 2019 
Sifat 	 Ter0ulca 
Pukul 	 09 00 wib u'IJ selesai 
lempat 	 Runog Rpat Y]smir.e 13 LI LG Hotel Ayana - Jekirta 
Acara 	 Merabahas alokasi anggaran nienurut lungsl, program dan pdoilla, anggaran 

Kement.wian ILembagaTA 2070 musing roaring unit Eselon 
Kemnnterlanitembagu rnitra korja Komisi V DPR RI 

Ketua Rapat 
Selcretails 	 Nunik Prihatin Budastuli, SH 
t-1a3r Anggota 	 . 	 dan 52 Anggola Komis V DPR RI 

IIatr iitra 	 . 	Diijerr Cpta Icuryn Dijeni Ponryodidan I'eru,nalian, LSrjen Peitibiuyaari 
Infrastuictur Pekelnan Urnum dan Perurnahan dan Rhino Bins Konstruhsi 
Krnnrteiiari PURR 

N AMA 	 JABATAN 

4- gUrIAD(LAtGA 	 DIRJEN CIPTA KARVA 

DIRJEN PENYEOIAAN 

r-H 1lnIt.se) 	AI1 	 PERUMLAHAN 

1 DIRJE1II PEMOIAYAAN 

±- 	 INFRASTRUKIUR PEKERJAAN 
UMUM DAN PERIJMAHAN 

cyçr c-AJQOfrJ - DIRJEN BINA KONSTRUKSI 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK PNDONESR 

MASAPRSII19NGAN 	V 
TAHIJNSIOANG 	 2018— 2019 

DAFTAR HADIR 

PERUMAHANRAJ(YAT 

RaptKe 
Jen!s Rapat Rapat tengar Penapa1 

Hari/Tanggal Rabu 19 Juni 2019 
Sitat Terbuka 
Pukul 09.00.30 wib aid 13 00 wb 
lerupat - 	 Ruang Rapat OalI Room Hotci Ayana -JaIarta 

Aara Mornbalian aIokaI anggaran m000rut fungsl, program dan priori(a& anggz&n 

Kementarian 	ILcmbaga 	TA 	2020 	maning-masing 	unit 	Eselon 
KomenthrlaniLembaga mitra kerja Komisi V DPR RI 

Ketua Rapat 
Sekrelaris . 	 Nuflik Prihatin Bi.jdjatuij SH 

Hadir Anggota dari 53 Mggoia Kon,isi V DPR RI 

Hadir Mitrci Dirjen Cipta Karya, Diqen Penyediaan Perumahan, Dirjen Pembiayaa 

Perumahan 

NO. N A MA IABATAN 

i•_-L_ 
- 

- TANOA TANAN 

- 

23 MOC#cuF 
M-j1 
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DEWAN PERWAKIN RAKYAT 

REPUBJjK INDONESIA 

MPSA PERIDANGN 	V 
rAHIJNs,1,,G 	 2010-2019 

DAFTAR HADIR 

!MENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHANRARVAT 

Rapat Ke 

Jenis Rapat Rapat Dengar Pendapat 
HariTTanggap Rabu 19 Juii 	2319 
Stat Tarbuka 
Pukul 09CO wib S6J 1300 wib 
Tempat Ruang Rapat BaU Rcom Hotel Ayaria- Jakarta. 
Acara 

Membahas alokasu anggaran monuruj fungsl, pragrwn dan pnorltas anggara 
Kartientorlan 	(Lembaga 	TA 2020 	maaing-fllasjng 	unit 	Esoton 
KeinnnterianlLernbaga mitra kerja Komtsl V OPR RI 

Ketun Rapt 
Sekptans Nunik Pnhatjrt Budlastut, SH 

hadir Ançjgota dan 53 An9gota Komisi V DPR RI 

Hodir Mitra Diren Cipta Karya, 	Dien Penyediaan Perumahai, 	Diren Pernbiayaa 
Perurnahan 

NO. NAMiS ]7::JABATAN TANL)ATA 

i 
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DEWAN PERWAKPLAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

MMA PERSIOANG,N 	V 
TAHUNSIDANG 	 2010-2019 

DAFTAR HADIR 

KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RARVAT 

RapaI }e 
.ienis Rapat Rapat 000gar Pendapat 

Har/TanggaJ Rabu 9Junii 2019 
Stat Terb.jka 
Pukul 09 . 00 wib s/ct 13.00 wib 
Tempat Ruang Rapat Ball Roam I btci Ayana 

- Jakart2 

Membahas aIokai anggaran menurut hjngsi, progranl dan pnorltas anggari 

Itementenan 	/Lembaga 	TA 	2020 

I(elua Rapat 

InasIng-mang 	anit 	Eseron 

Kement.rian/Lembaga miba kena icomlal V OPR RI 

Sekietarjs Nunik Prttatjn Budiaslutc SH 

Hadit Anggota: 
dad 53 Anggota Komisi V DPR RI 

Hadir Mitra Diren Cipth Karya 	Dirjea Penyedinan Perumahan 	Dillon 
Peruniaha 	

Pemblayen 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

WOA PERSIVANGAN 	V 
1AHUNSIIANG 	201J..209 

DAFTAR HADIR 

DAN PERUMAHAN RARYAT 

Rapat Ke 
Jer,s Rapm 	Repel Derigar Pendapat 

Har;/Tang90f 	Rabu 19 Juni 2010 
Sifat 	 Terbiika 
Pukuj 	 09.00 wib sd 13.03 wib 

Tempal 	 Ruang Repel Rai Room Hotel Ayana - .Iakarta 

Acarn 	 MombaI,as aloliasi aliggaran meriurut frigI, program dan prlorftas anggaren 
Kameotni-lan ILernbaga TA 2020 	sIng 	elng unIt 
KemenlerIapJmba milia korja Komlal V OPR RI 	Eae T on 

 

Ketna Rapat 
Sekret.arjs 	 Nunik Piihatin B dasij(j 511 

Hadir Anggota 	...........dm1 53 Anggota Kornisi V DPR RI 

Nadir Mitre 	
. DJten Cipta Karya, Dirjen Penyedjaan Pecumahan, DirJen Pembiayae 

Perumahan 

NOF NAM A - 
	 JAIIATAN 	 TANDA 
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Lampiran 2. Lapsing Rapat Komisi V 

I)IW%N I'H'A XMILAN RAKYAT 
REPURI IN IIM)M:I 

LAPORAN SINGKAI 
KOMISI V DPR RI 

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, 
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOflSIKA, BADAN SAP NASIONAL, DAN BPWS) 

TahunSidang 	2018-2019 
Mesa Sidang V 
Repel Ks-- 
Jenis Papal Rapat Dengar Pendapal 
Hart'Tanggal Rabu. '9 Juni 2019 
Suet : 	 Teiliuka 
Pukul : 	 10.10W B s.d 1508 WIG 
Tempal . 	 Ruang Jasrnino. Hotel Ayans Midplaza - Jakarta. 
Acara 1 	Evaluasi Pelaksanaan A."EN TA.2019 sarnpau dengan i3uIan 

Mci 2013 
2 	Mernbaties a:ckas arrcgaren menunjt fungs, pogrern, dan 

pnoritan erggararr KJL TA.2020 niasing masing unit Eselon I 
Kemen!eiian/Lembaga 'lrtra Kerja Komisi V DPR Ri 

Ketua Rapal Dra, H. Ibnu Munzir 
Sekretaris . 	 Nunik Pnnatin Budastuh, SF1 
Had r Anggota dan 52 crang Anggota Korrisi V DPR RI 
FFad.r l'ilra . 	 Ditjen 	Cipta 	Ksrya, 	ClIjun 	Psmtia'jaar 	Perumalias, 	)ien 

Pembayaar Infrast'uklur Peiunaan Ursjrlr den Perumahan den 
Dit)en 	Gira 	Konslrjksi 	}enienlerran 	Peicerlaarr 	ljrnum 	den 
Perjrrahan Ralsal beserlape:an. 

KESIMPFJLANIKEPUTUSAN RAPAT 

I. PENDAHULUAN 

Papal dibuka pads puk'JI 1010 MB seleah kuorjrr teenuhi dan rapal dinyatakan tert,hs 
u9tuk urrum. 

2 Ketsa Rape: rnenyampaikan bahwa ager.da Rapat Danger Pendapa: Komisi V DPR ft cengan 
Ditjen Cpta Karya, Den Pembnyaan Peqirnehan, D(jeri Ombiapan lnfraslruktur Pecerisan 
Urnurr dan Perumahar den ClIjen Bina Kcnstruksi Kamenteran Pekeqaun Umunr dan 
Perurrahan Rekyat pada hari iri edalah: 

Evaluasi °elaksanaas AFBP 7A.2019 sanrpai dengar, 4ulan Met 2019, 
Membahun alokesi aeggarar. 'nenurul lunge srograr. den pniodtas anggaras K'I.. TA.2020 
riasing.inasing u'it Ese'cn I KemucirriaNtembaga Mt:a Kerja Korlisi V DPR P-I. 

Ketua Repel rncnipers.lakan Dtjur Cipta Karya, Ditjcr Fnrnbiayaan PCIL'nlahar, Ciljen 
Pembiayaan lrfraslrjkiur Pekerjean Umum dan PerrraIran den Dutjan GIna Kcnslnjksi 
Kerrenterron Pekeqaan Umurr, dan Fertimehan Rakysi! arluk menyampeikan paperarr dan 
perrjelasaenya. 

Ketua Papal monpersiakan kepada Anggo:a Korrisi V DPR RI unluk menyanipaikan 
pentanyaan dan taniggapan. 

II. KES1MPULANIKEPIITUSAN...JHaI.2 
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Ii. KESIMPULANIKEPUTUSAN RAPAT: 

Komisi V DPR RI dapat rnema'nan'i penjeIasaii Dien Cipta Karya. Ciljen Penyediaan Perumahan, 
Diljen PembayaaP Infrasiruur Pekerjaan Umum dan Petumahan, dan Diten Bina Konstrusi Kementean Pekeaan Urnurn dan Penimahan Rakyat rnengerai capalan temadap target 
petaksanaan APBI TA 2015 sampai dengan Bulan Mel 2019. Selanjutnya Kornisi V DPR RI meminta agar Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyedaan Perumahan, Ditjen Pembayaan Infrastruktur Pokeaan Uniuni dan Perurnahan, dan Diten Biria Konstruksi Kementerian Pekeaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan upaya untuk penlrgkatan penycrapan anygaran sampai dengan 
akhir Tahun Anggaran 2019. 

2. Kornisi V DPR RI dapat riiernahami penjelasan Ditjen Cipia Karya, DItjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastructur Pekerjaan Umurn dan Perumahan, dan Ditjen 3na Konstrukst Kernenterian Pekelnan Umum dan Penimahan Rakyat mengcnai dnc;an program dan alokasi 
Pagu Anggaran dalam penibicaraafi pendahuivan RAPBN Tahun Angga'an 2020, sebagai benkut 

(Program Pembinnan Dan Pengembangan 	22.141,208.394 
I Dltjen Cipta Karya 

InfrastrriktwPemukimafl) -._________ 

j 	2 	
Ditjen Penyediaaan Perumahan 	 10 167.196.927 I 

	

Pengenibangan Perurnahai .L..  I 	 - r 	Dltjen Pembiayaan Infrastruktur 
Pokerjaan Umuns dan Perumahan 

3. 	(Program Pengembangan Penibtayaan 	442.488.589 

Ferurnahanj 
nIras:ruktur Pekelnan Urnum dan 

Ditjen Bina Konstrukal 680 285.364 PrggramPcmbiraanKoflstrUkSi) 	..i. 

• 	 Dalarn Ribu Rupnh 
PENYESUAIAN 

PAGU NDIKATIF PAGU INDIKATIF 
TA2020 -H 

15.641.208.394 	i5.64i.208.39J 

	

8.054.686.957 
	I 

	

263.775018 	263775.018 

	

560.509.410 	540.509.410] 

I 	OAIII 
No. 	 Unit Kerja] Program 

	
KEBUTU HAN 

Selarr(utnya Komisi V DPR RI bersama Diljen Cipia Karyn, DIljen Penysdiasri Porumahan, DItlen Pembayaafl Infrastruktur Pekelaan Urnum dan Perumahan. dan Ditjen Btna Konstruksi 
Kernenlerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mempeuan9kar1 pagu anggaran 
sesuai pagu kebutuhan melalul rrekanisme pembahasan aeggaran dl DPR RI. 

3 Sebagai tuidaklan 1 ut Rapa Kela tanggal 12 Juni 2019. maka Ditjen Cipta Karya, Diljen 
Penyediaan Perunahan, Ditjen Pembayaan r(rastruktur Pekerjaan Umuni dar Perumahan. dan 
Ditjen Bina Konstruksi Kenientenan Pekerjaai Umurn dan Perumahan Rakyat bersedia untuk menyesuaikan rinciari program dan rnenyernpurnakan RKA-I'O'L masing-niasing Eselon I daIam Ncta Keuangan RAPEN Tahun Ariggaran 2020, sesuai dengan saran dan usulan Komisi V DPR RI yang disampaikar dalarn rangkaian proses pernbicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggararl 
2020. 

4 Kornisi V DPR RI rneminta penjelasan Diijen Bira Konstiijksi Kemenleriart Pekerjaan Urrum dan Perumaban Rakyai tertiadap pelaksanaan realisani ar.ggaran program (ahun 2019 sebesar Rp. 
169.325.185,- (30,251/3) khususnya kegialan pelal hart dan sertVtkasi sebanyak 212.000 orarg 
(Pelalihan dan Sertifikasi 196.000 orarig dan Target Sertifikasi Vokasi 16.000 orang) untuk seluruh 
Balai Jasa Kciistruksi Wifayah (BJKW) I sampai dengan VII. Demlkian juga pads rercara RKA K'L 
2020 sebanyak 211.000 orang untuk selurub BJKW I sarrpai dengan Al. 

III. 	PENUTUP ... JHaI,3 
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III 	PENUTUP 
Rapt ditutup pukul 15.09 WIB. 

Jakarta. 19 Juni 2019 

KETUA 	 AT, 

IBNU MUNZIR 

DITJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 	 OPIJEN CIPTA K.AR 
PEKERJAAN PJMUM DAN PERUMAHAN 	 KEMENTER 	PR, 

KEMENJERIAN PUPR, 

EKO. 0. rO 	 DANIS HIDAYAT SUMADILAGA 

DPTJENNA KONSTRUKSI 
KEM N 	RIAN PU PR, 

DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN 
KEMENTERIAN PUPR, 

SYARI 	U 	ANUDDIN 
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Lampiran 3. Bahn Rapat Pemerintah 

ri—I—I— 	 I-I_I_I 

'II 	A 

I 
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Lampiran 4. Lapsing Rapat Komisi III 

DRAFT LAPORAN SING KAT 
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENKUMHAM 

(BIDANG HUK(JM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) 

Tahun Sidang 	: 2018-2019 
Masa Persidangan : V 
RapatKe 
Sifat : Terbuka 
Jenis Rapat Rapat Kerja 
Hari/tanggal : Selasa, 21 Mel 2019 
Waktu : Pukul 14.14 WIB —15.22 WIB 
Tempat Ruang Rapat Komisi III DPR RI 
Ketua Rapat : Ors. H. Kahar MuzakirlKetus Komisi III DPR RI 
Sekretaris : Dra. Hani Yuflasih, M.SiJKepaIa 8agian Sekretartat Komisi 

III DPR RI. 
Hadir 2 orang Pimpinan Komisi III DPR RI dn ..... orang Anggota 

Komisl III DPR RI dan terdiri dan 10 Fraksi. 

KESIMPULANIKEPUTUSAN 

I. PENDAHULUAN 

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham RI dan Men PAN RB dibuka 
pukul 14.14 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Drs. H. Kahar Muzakir, dengan 
agenda rapat mernbahas mongenal Evaluasi pembahasan RUU-RUU yang dibahas 
Komisi III DPR RI sebagai beilkut: 

R(JUtentangKUHP 
RUU tentang .Jabatan Hakim 
RUU tentang Mahkamah Konstitusi 
RUU tentang Pemasyarakatan 

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 

' Penjelasan Menkumham mengenai Keterangan Presidon terkait dengan RUU 
tentarig Pemasyarakatan don RUU tentang Mahkamah Konstitusi adalab sebagal 
berikut 
1. Keterangan Presiden atas RUU Tentang Pemasyarakatan. 

.RIJU tentang Pemasyarakatan disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Republlk IndonesIa (DPR-Rl) melalui surat namer R-
53Pres/11!2018 tanggal 12 November 2018. Dalarn surat tersebut, Presiden 
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menugaskari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, balk bei -sama-
sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewalcili Presiden dalam pembahasan 
RUU tersebut di DPR RI guns mendapat persetujuari bersama. 

.Pengajuan RUU tenlang Pemasyarakatan oleh Pemertntah ini pada 
hakikatnya merupakari suatu upaya nyata mengakomodir perkembangan 
hukum dengan adanya pergeseran konsep perlakuan terhadap Narapidana 
dengan pendekatan pada pembalasan dan penjeraan menjadi konsep 
perlakuan terliadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan dengan 
tujuan reintegrasi sosial. 

• Penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di 
LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menghindarl dan 
menjauhkan Anak dad proses peradilan sehingga dapat menghindari 
stigmatisasi terhadap Anakyang berhadapan dengan hukum dan diharapkan 
Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu 
harus bertujuan pada terciptanys Keadilan Restoratif, balk bagi Anak maupun 
bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu 
semua pihak yang terlibat dalarn suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 
mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajibanuntuk membuat 
segala sesuatunys menjadi lebih balk dengan melibatkan korban, Anak, dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 
meneriteramkari hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 

• Hal mi sesual dengan Konvensi Meneritang Penyiksaan dan Perlakuari atau 
Perighukumari Lain yang Kejam, Tidak Manusiawl, atau Merendahkan 
Martabat Manuals Sebagaimana telah diratifikasi dengan Uridang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and 
Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Periakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, 
Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Mariusia). Proses reintegrasi 
sosial nienitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan 
hubungan, pelindungan hukum, darijaminan terhadap hak asasl bagiTahanan, 
Anak, Narapidana, Mak Binaan, korban, dan masyarakat. Pemulihari 
huburigan dilakukan agar Tahanan dan Anak dapat dipulihkan martabatnya 
dalam masyarakat, Narapidana dan Anak Blnaan dapat diterima kemball oleh 
korban dan masyarakat sehingga dapat Ikut serta secara aktif dalani 
pembangunan, srta tercipta suasana kondusif dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

-RUU ini merupakan penyernpumaan terhadap kelemahari dalam Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, antara lain: 

pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang 
melaksanakan 	kegiatan 	pemblnaan 	kepada 	warga 	binaan 
pemasyarakatan; 
Iingkup pelaksanan tugas pemasyarakatan hanya mencakup pelaksanan 
pembinaan dan pemblmbingsnbagi warga binaan perniasyarakatan; 
belum ada pengaturan mengenai pelayanan tahanari; 
ketentuan mengenal pemberian pembinaan, pembimbingan bagi warga 
binaan pemasyarakatan masih sangat umum dan belum terdapat 
mekanisme pemberian program yang lebih terarah; 
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• Materi muatan bani yang dltambahkan dalam undarigundang ini, antara 
lain: 
a, penguatan peran Peniasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu 

yang menyelenggarakan penegakan hukum dl bidang perlakuan terhadap 
Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, dan Kileri; 
Perluasan cakupan dan tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya 
rneningkatkan kiiaUtas Narapidana dan Anak Binaan namun Juga 
membenikanjaminan peliodungan terhadap hak Tahanan dan Anak; 
pembaruan asas dalam pelaksanaan Sislem Pemasyarakatan didasarkan 
pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, 
kemandirian, proporsionatitas, Icehilangan kemerdekaan menupakan satu-
satunya denita, serta profesionalitas; 
pengaturan tentang fungsi pemasyanakatan yang mencakup tentang 
Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatari dan 
Pengamanan; 
pengaturan mengenai hak den kewajiban bagi Tahanan, Anak, Narapidana, 
Anak Biriaan, dan Kilen; 
pengaturan mengenal penyelenggaranan dan pembenian program 
Pelayanari, 	Pembinaan, 	Pembimbingan 	Kemasyarakatan, 	serte 
pelaksanaan Perawatan dan Pengamanan; 
pengaturan mengenaijaminan pelfndungan hak Petugas Pemasyarakatan 
untuk mendapatkan pelindungan keamanan dan bantuan hukum dalam 
nielaksanakan tugas dan fungsinya; 
pengatunan mengenai kewajiban menyadiakan sarana dan prasarana 
dalam penyelenggaraan Sistem Pernasyarakatan termasuk sistem 
informasi Pemasyarakatan; dan 

I. pengaturan mengenal kelja same yang dilalcukan dalam rangka 
penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan. 

2. Keterangan Presiden alas RUU Tentang Mahkamah Konstitusi: 
• RUU tentang Mahkamah Konstitusi telah disampaikari Presiden kepada 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui surat 
nomor R-47iPres/ 10/2017 tanggal 10 Oktoher 2017. Dalam surat tersebut, 
Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secta Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, balk bersama-
sama maupun sendini-sendiri, untuk mewakili Presider dalam pembahasan 
RUU tersebut di DPR RI guna mendapat persetujuan bersama. 

•Pengajuan RUU tentang Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah IN pada 
hakikatnya merupakan suatu upaya nyata untuk melakukan penguatan 
kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter and the 
guardian of the constitution, sebab setelah 15 (Iima belas tahun) berjalan, kite 
sedan bersama bahwa banyak terdapat hal-hal yang perlu kita sempumakan 
terkalt tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. 

• Besarnya kewenanigan Mahkamah Konstitusi dan luasnya dampak dan suatu 
Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alasan bahwa tersedianya 9 
(sembilan) onang negarawan benintegnitas dan berkepribadian tidak tercela 
yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagal Hakim Konstitusi 
secara berkelanjutan merupakan conditio sine qua non dalam mawujudkan 
supremasi konstltusi di Indonesia sehingga proses tensebut memenlukan 
syarat dan mekanisme yang sangat selektif. Dinamika pengaturari mengenai 
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syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi, balk melalul perubahan UU/Perppu 
maupun melalul Putusan MK,menunjukkan bahwa harapan masyarakat dart 
waktu ke waktu terhadap kuattas ideal Hakim Konstitusi semakiri menirigkat 
sehingga pongaturan mangenai syarat dan mekariisme pengangkatan dan 
pemberhentian Hakim Konstitusi perlu diatur Iebih balk secara proporsional, 
namun tetap konstitusionar. 
Selain itu, susunan Mahkamah Konstitusi yang secara normatif diatur terdiri 
alas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua rnerangkap 
anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota Hakim Konstitusi, serta dibantu oleh 
sebuah kepaniteraan dan sekretariatjenderal secara implisit menggambarkan 
bahwa soal administrasi peradilan serta kelembagaan dan adminisfrasi 
kepegawaian di lingkungan Mahkamah Konstitusi juga tak kalah pentingnya 
untuk dilakukan penguatan mengingat semakiri besarn.ya tantangan yang 
dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi guna memenuhi rasa keadilan 
masyarakat. 

• Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu 
damin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehalciman (yudikatif) merupakan 
satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan hams senanliasa dijamln 
merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-UndangDasar 
NJegaraRepubliklndonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman 
rnerupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum 
sebagairnana yang diamanatkan oleb Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kemerdekaan 
kekuasaan kehakiman tetap perlu diatur guna rnencegah tetjadinya tirani 
yudikatif dalam penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan yang 
demokratis. Oleh karena itu, pengaturan mengerlai penyelenggaraan 
kemerdekaan kekuasaan kehakiman dl Indonesia, khususnya dalam konteks 
Mahkamah Konstitusi sebagal the sole interpreter and the guardian of the 
constitution, mutlak diperlukan agar peran Mahkamah Konstitusi sebagai 
penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat leblh optimal sesuai harapan 
pam pencari keadilan (justiliabelen). 

• RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini terdiri dan 9 (sembilan) Bab dan 122 
Pasal yang antara lain memuat pengaturan mengenai: 

kedudukan, susunan, dan kekuasaan Mahkamah Konstitusi: 
Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi; 
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, santa Dewan Etik 
Hakim Koristitusi; dan 
Hukum Acara. Adapun soal pendanaan yang diperlukan dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi tetap 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian 
Anggaran Mahkamah Konstitusi. 

• Dalam RUU tentang Mahkamah Konstitusi inl, Pemenintah juga memandang 
perlu untuk mengatur soal ketentuari peralihan aganjaminan kepastian hukum 
yang adil bagi pemohon serta hakim konstitusi yang saat Ini masih 
mengemban amanah sebagai negarawan perijaga konstitusi tetap terjamin 
secara konstituslonal. 
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Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang Undang tentang 

Pemasyarakatan dan Rancangan Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi 
adalah sebagal berikut: 
• F-PDIP dlsampaikan oleh Yth. H. Arterla Dahlan, S.T.,S.H., M.H.. (A-197) 

menerima RUU MK dan bersodia rnembahas lebih tanjut, dapat menerima 
dan bersedia membahas leblh lanjut RUU Pemasyarakatan. 

• F-Partai Golkar disampaikan oleh Yth. H. John Kenedy Azis, S.H., (A-240) 

pada prinsipnya siap membahas tebih lanjut dengan pemerintah atas usulan 
dua Rancangan Undarig-Undang yang disampaikan 

• F-Partal Geiindra disampaikan oleh Viii. H.R. Muhammad Syafri, 
S.H.,M.Hum (A-326) hertiarap agar Rancangan Undang-Undang yang sudah 
disepakati benar benar dilaksanakan. Bahwa perlu ada penguatan terhadap 

MK. Menyotujui dan menerima untuk membahas lebih lanjut. 

• F-Partai Demokrat disampaikan oleh Viii. DR. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., 

M.H., ACCS (A-401) mendukung dan siap membahas Iebih lanjut bersama 
pemerintah 

• F-PAN disampaikan oleh Viii. H. Muslim Ayub, S.H., M.M. (A-458) meminta 

revisi PP 99 dapat diakomodir. Setuju untuk membahas lebih lanjut kedua 
Rancangan Undang-Undang ini. 

• F-PKB disampaikan oleh Yth. H. Jazilul Fawaid, SO, MA., (A-75) menyetujul 

dan menerima agar Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan 

Pemasyarakatan untuk dibahas lebih lanjut dan berharap bisa diselesalkan 
pada periode saal ini. 

• F-PKS disampaikan oleh Yth. H. Aboe Bakar Al-Habsyi, SE., (A-i 19) 
menyetujui RUU MK untuk diteruskan pada tahap selanjutnya. Menyetujui 
RUU Pemasyarakatan untuk diteruskan peda tahap selanjutnya. 

• F-PPP disampaikan oleh Yth. H. M. Aniir Uskara, M. Kes (A-541) meneilma 
untuk dibahas pada tahap selanjutnya 

• F-Partai Nasdem dlsarnpalkan oleb Yth. Drs. Taufiquihadi, M.Si (A-19) 

menyetujui Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan 

Rancangan tJndang-Undang Pemasyarakatan untuk dibahas Iebhh Ianjut. 

• F-Partai Hanura disampaikan oleh Yth. Samsudin Siregar, S.H., (A-547) 

menerima dan bersedia untuk membahas Iebhh lanjut dengan pemerintah. 

III. KESIMPULAN/PENUTUP 

Rapat di tutup pukul 15.22 WIB 

KETUA RAPAT, 

CR5, H. KAHAR MUZAKIR 
A-245 

49 



Lampiran 5. Undangan Rapat 

Up 

DEV%N PERWAKHAN RAKYAT REPUBLIK LNDONiSIA 
Jalan Jendertil Gal 09 Subroto - Jalcartg 10170 

34DWII<QM Ill/MI' VN2CI9 	 14 Mel 2019 
S/fat 	 Pent/ng 
Dera1al 	Segera 
Lar'piran 

'Jndarigarr Rapat 0rja 

YIH. 1. PIMPINAN KOMISI Iii DPR RI 
2. ANGCOTA KOMISI ill DPR RI 
JAKARTA 

Sesuci Iadwal acara rapat DPI' RI Mass l'etsicari9ai V Tahuri 5/cony 2018-2019, yang 
disirluskan dalarn Rayal Korisullasi (Pnrrau.i8 Papal Raius DPR RI) langgel 20 Maret 2010 dan 
senjat Keputusan Rapat PIcns Kom,si I LIPR RI taropal 14 Mel 2019, bersana Ini karn, 
berttuhnkan dengan hc.rrnat, bahsva Komi Ill DPR RI aken mengadakan Repat Xer,a dnrrgan 
Menterl hu'curn dn HAM RepuuI Irtdoneste tan Menicr Penduyagariaan Apardtur Negara Dan 
Floformast B , rokrasi Aepubik IndonesIa paa 

Hail, tuttnaI 	Selasa, 21 Mci 2:110 
hVaktu 	 Pukul 14 00 V/lOud aelesa 
Temp at 	 Puarig Rapat K:,msj III DPRRI. Gedung Nusaniara II Paripima Li 1 

JIr, Jan/f. Gatot Subroto, Jakarta 10270 
Ac a r a 	 Merrilnla Pcn)clasrsr, rnenyenai: 

1 Evaljasi bers,ama Rancangan UndangUndang yang dthahas 
bersama Komsi III DPR RI (RUU teniang KUHP, RULJ tentang 
Mahkar'rah KontIIusi, RUU ter.taig Jobatan Hakm dun RUJ 
tentanq Parrnaayaraicatan); 

2 Pertjelasar'ltceterangan Prescen tertiadap RUU tentang 
Mahkarnat Kc,tsliiusi dart I4UU teriarig ncrrnasyarakatan; 
Pain/anger Frsks ~ - fraksi tcrrhadap PULl tentang Mahkamah 
KorruTtus dan RUU entarrg Penrnasyarakaton; 

4 Pernber'.tukan Panja 

Sehubungan dengan rial teroedut, harts r-angharapkzrn kehadiran Saudara datum Fluent 
Kerja dirnaksud 

Ales pertratlan dan hehadrats Sauda'r,, earl rOOpkart tame kaslh. 

en. PIMPINA1I 
SEKRETRtS JENDERAL 

u.kj. 
KABAG SET. KOMISI III DPR RI, 

444-  
O ra. 	M.Si. 
Nip. 196/0726 199103 2002 

jeftMsan 
1. 	Pirnyinan IJPR RI: 
2 	Sekretarts Jenderai DPR RI, 
3. Deputi fndar.g Persidangtrn Seci DPR RI, 
4 	Kepala Olro Pcrsidaiqarr I Setjen can BK DPI' RI; 
5 	Kabag Ged.ng dan Insalusi Sei)en dan BK OPO RI, 
6 	Kabao Media Cetak dan Medra Sos/al Setjen don BK IDPR RI 
7. Kabag Telensi dart Radio Parlernen SeIjet' dan BK DPR RI; 
8 	Kabag PAMDAL SeI)ers den OK DPI' R; 
9 	Ku. Unit YruNKES Seljen dart OK DPR 0, 
10.i9eriaL Freks-fraks. 
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Lampiran 6. Daftar Hadir Rapat Komisi III 

DEWAN PERWAKIL.lh'i i:'P(J&UK NOONESIA 

DAFIAR NADIR ANGG31A YJ)MISI Fl DPR RI 
(BIDANG HUKUM, iAM DAN KEP.MANAN) 

TaI,n Sithin 	 2015-2019 
M35a Perswngafl 	V 
Jenis Rapat 	 IN1 ERN/ RAKER! RDP.' RDPU/ KONSJLTASI 
FlIri/ rang3I 	 SFLA.SA, 21 MEl 2011 

Pukul 	 WIR SJ) SF ESAI 

Ternpat 	 P.R KOMISI Ill UPS P 
Dengun 	 MENKUMHAM DAN MENPAN & PG 
Acara 	 : 1, EVALUASI RUU YG DI5A'AS BERSAP-1A KIM U] OPR RI 

PEN)ELASAN PRESIDtN T.OP RUU rrC P4K DAN RIB] TEG PEMAsYARARArAtI 
PAN DANGAN 
FRAKSI-THDP RUU ITG FAK DAN RVU PEG PEMA5VARAXATANPSMBENUKAN 
PANJA 

F-idir 	 hadir dan Si In;o 
PIMPINA4

7A 71 

 

NO. 	NO. 	
N A F,1 	 B,f&N' 	

TANDA 
IIRJ1 ANG 	 TANGAN 

U -s. 1. KAHAR MUZAKER 	
rIE i.rA/ F- 	

1................. 
'. 

WAK. rETUA! F- PDI 
127 

	

	 2............. 
TRIMEOYA PANJAITAN,SH.,M.H 

WAK. KETUA, 
H. DESMOND JIJNAIDI MAHESA, 	 3................... 

376 	 F.GERINDRA 
S. H.,M.H F 	 W.K. FU.A ;  

446 
ERMA SURYANI RANIK. SI-I K OLMOKSAT 

wa(:KETUA'  5._............... 
459 MUEKACIIRI IIARAI-AP, SN., M.H 	F AN 
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K 

URtJT ANG NAMA 
TANDA 

TANGAN 

a 215 HERMAN HERY 6 .......... 

(70 206 ICHS.AN SOELISTIO 

8. 19 RISA MAPJSKA, SH 8 

128 DR. JUNIMART GIRSANG 

197 H. ARTERIA DAHLAN, ST., S.H., M.H. //-- 

148 MASINTON PASAPJEU, S.H  

 204 MI-I. SAID ABDULL.AH 

 216 DRS. ERWIN TPL TOBING 

DRS. M. NURDIN, ftM 

— 13 

166 ift .. 

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARVA I F-P GOLKAR I 

URUt 	ANG 

. 	'. 
- 	-. 	NAMA 	 / 

:. 	.TANDA:. 

TANGAN 

255 DR. JR. H. LILt ASDJUDIREDJA, SE., PH.D 15 

254 H. AGUS MAMMUR SANTOSO, S.KONt MM 16, 

17. 249 MF.I.DAADDRIANI 

. 
A17 

269 H. AHMAD ZACKY SIRAD) 

282 DR. JR. H. ADIES 	DIR, SH.,M,HUN1 

. I-I. 301-iN KENEDY AZIS, Si-I 

3O5 ORS. H. BAMBANG KERI PURT'IANIA,ST.,M.Il 21 -- 	 ........ -- 

52 



MILJI( SETWJIIDPRRI 

DAFTAR HADIR TAMU 
KOMISI III DPR RI 

Tahun Sidarig 	2018 —.2019 

Masa Sidang 	. V 

Acara 	 : RAKER 

Hariilanggal 	 SELASA, 21 MEl 2019 

Pukul 	 . 14.00 SO SELESAI 

Tempat 	 R RAPAT KOMISI Ill DPR 

Dengati 	 MEN KUMHAM RI DAN MENPAN & RB 

NO 	 NAMA 	 TANDATANGAN 

—_J O  

________________ 	I 
'lVfr!-.—.  

P1Wt tJ(n 	-- 	--

-. 	 4 	- 
Amloer  

7. e 1?7-V 	
-- 

- R4_  

 

bL_AfA  
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12.  

± 
14.  

15, u4i 
_i 
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i. &-/--- .. 	 -- 

22.  

23 

J1 	c-j 
_±  

 

 

25. 

28. 

iiIi  

Mu_Rii 	uJJI2(flR4n  

/1i1lA.  

31.  

29. 

 

 

35, 

 

37. 

	

ft 	 -- -- - --- - 

; 	& 
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4. 

6. 

PAL I K  

--- 

DAFTAR HAD:R TAMU 
KOMISI HI DPR RI 

Tahuri Sidang 2018 -2019 

Masa Sidang V 

Acara RAKER 

HarUTanggal SELASA. 21 MEl 2019 

Pukul 14.00 S.D SELESAI 

Tempat R.RAPAT KOMISI III DPR RI 

Dengan MENPAN & RB 

NO. 

 

N A M A 

2. 	Yap 1tidt 	kQ;i1e. 

. 	I 	U Ait Pap £ci 	,4d&L 

TANDA TANGAN 
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Lampiran 7. Skenario Rapat 

SKENARIO 
RAPAT PENETAPAN 

PIMPINAN KOMISI III DPR RI 

Han, Tanggal 	: Mel 2018 
Waktu 	 pukul .......00 aid  selesal 
Tempat 	 : Ruang Rapat Komisi III DPR RI 

Gedung Nusantara II Paripuma Lantal I 
Acara 	 Penetapan Wakil Ketua Komisi III DPR RI 

KETUARAPAT( ................................................................ ) 

Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera bagi kita semua, 

Saudara-saudara Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati, 

Tertebih dahulu saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur 
kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan 
rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri 
Rapat Komisi III DPR RI dalam keadaan sehat dan wal'afiat. 

Menurut laporan dari Sekretariat ]enderal, saat ini Rapat Komisl Hi DPR RI 
telah dihadirl dan tanda tangani oleh ...... dari 53 Anggota, yang terdiri lebih 
dari separuh unsur Fraksi, dengan demikian kuorum sebagaimana 
ditentukan oleh Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tentib telah 
terpenuhi. 

OIeh sebab itu, dengan ucapan Bismillahirnahmanirnahim, ijinkanlah Saya 
membuka Rapat Komisi III DPR RI ml dan Rapat mi Saya nyatakan terbuka 
unbik umum. - 

KETOI( lx 

Anggota Dewan yang saya hot -mati, 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penubahan 
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD, khususnya Pasal 97 yang mengatun mengenal pemilihan pimpmnan 
komisi, yang menyatakan: 

Hl Idan3 
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Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat 
kolekUf dan kolegial. 

Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orano ketua dan paling Lanyak 4 
(empat) orang wakil ketua yano dipilih dan dan oleh anciciota komisi 
dalam saW paket yanci bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai 
dencian prinsip musyawarah untuk mufakat. 

Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan 
1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi. 

Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan musyawarah untuk 
mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan 
diambil berdasarkan suara terbanyak. 

Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dalam rapat koniisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah 
penetapan susunan dan keanggotaan komisi. 

Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. 

Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi 
diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. 

Ariggota Dewan yang saya hormati, 

Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan surat dan Pimpinan Frasi Partai 
Demokrat Nomor: FPD.763/DPR-RIIV/2018, tanggal 22 Mei 2018, perihal: 
Penyampaian Penggantian Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Perlu kami 
sampaikan bahwa terjadi perubahan susunan Pimpinan Komisi III DPR RI 
dan unsur Fraksi Partai Demokrat, yaitu Wakil Ketua Komisi III yang semula 
Sdr. DR. BENNY K HARMAN, SH, digantikan oleh Sdri. ERMA SURYANI 
RANIK, SH Anggota Nomor A-446. 

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 
2014 yang mengatur mengenai pemilihan pimpinan komisi sesuai dengan 
prinsip musyawarah untuk mufakat, saya akan menanyakan apakah 
pergantian Paket Pimpinan/Wakil Ketua Komisi III dan Unsur Fra<si Partai 
Demokrat yang semula Sdr. DR. BENNY K HARMAN, SH, digantikan oleh 
Sdri. ERMA SURYANI RANIK, SH Anggota Nomor: A-446, apakah 
dapat disetujui? 

RAPAT:SETWU 

(KETOK1X) 
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Dengan telah disetujuinya pergantian Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi 
Partai Demokrat, maka Susunan Pimpinan Komisi III DPR RI menjadi sebagai 
berikut: 

Drs. H. KAHAR MUZAKIR 	 : KETUA / F.PG 
TRIMEDVA PANJAITAN, S.H., M.H. 	: WAKIL KETUA I f.PDIP 
H. DESMOND J. MAHESA, S.H., M.H. 	: WAKIL KETUA / F.P GERINDRA 
ERMA SURYANI RANIK, S.H. 	 : WAKIL KETUA I F.PD 

S. MULFACHRI HARAHAP, S.H. 	 : WAKIL KETUA / F.PAN 

Dengan telah selesainya penetapan Pimpinan Komisi III DPR RI, maka 
selesailah tugas kami mengantar Saudara-saudara dalam acara penetapan 
Pimpinan Komisi III DPR RI. Kami atas nama pribadi maupun atas nama 
Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara-saudara 
yang dipercaya untuk menjadi Pimpinan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian khususnya 
para Pmpinan Komisi dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara dalam 
memperjuangka n aspirasi rakyat. 

Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI yang 
untuk meneruskan Rapat Komisi III mi, dan ijinkanlah kami meninggalkan 
Rapat ini karena masih ada acara lain yang harus saya hadiri. 

Terima kasih, 

Billahittauflq wal hidayah 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

I PENYERAHANPALU SIDANG 

(Tidak ditutup, karena Rapat akan di/anjutkan dengan Rapat Keqa Komisi III DPR Ri) 
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Lampiran 8. Catatan Singkat 

CATATAN SINGKAT 

PROSES PEMBIM3INGAN AKTUALISASI ANTARA PFSERTA DENGAN MENTOR 

Tangga! konsuItas 29JuIi 2019 

Catatan: 

Melaporkan hasil rancangan aktuahisasi yang telah direvisi. 

Mendiskusikan mengenai idontifikasi bahari rapat yang dibutuhkan dalam 

penyusunan risaish rapat sernentara 

Menentukan lokus dalam penyusunari risalah rapat sementara yaitu di Komisi III 

dan V. Ponontuan lokus di!akukan agar penyusun risatah rapat sementara bisa 

fokus dalam mengerjakan Lugasriya. 

Memberikan contoh bahan-bahan rapat yang digunakan sebagai acuan dalani 

penyusiinan risalah rapat sementaro. 

Merericanakan urituk nlerigunjungi beberapa Komisi untuk memperkenalk.an 

penulis sehagal CPNS dan mengenalkari tujuan dan rancangan aktuahisasi 

penuhis agar dapat boricoordinasi Iangsung dengan Komisi dalarn permintaan 

bahan-bahan rapat. 

Menyetujui 

Mentor, 	 Peserta tsar 

Dra. ri B. Utanii, M.Si 
	

Ines Adh a Pambudi 

NIP. 196105201988032001 
	

NIP. 190203232019032002 



Lampiran 9. Form Checklist 

TANDA TERMA INVENTAISASf 

KELENC-KAPAN DAN BAHAN RAPAT UNTUK 

FENYUSUNAN RSALAH RAPAT SEMENTARA 

Na,a 	 (t (K .oK 

NIP 	 : 191.02 	 2.2 

Jabati 	Perisah egls tPeLrn/ Mr/.,4.ae1.i 

1 	Peryelenggara P.apa 	 I J 	ç'- -.i 
2 	Jets Rapat 

Aenda Rapat Th 2o9 -q4 60,14, -{zI .2b19 
SFatRat 

Tanggai Ra:at .2.OL 
TaiggI Terma 

Kee.r.gkapan Dokurnan 
j%..---t 	ot 	 / 

Undarrnn Ra.at 	(1 	)aftur Pcserta 
Butan Rupot 

D Skenaruc Rapat 	D 	........................ 

Rekarnarr Raput : 	L ' Kaset Berurrlah .7 	la*t.ai 

Compact 	iu 

Digital Vcice Rec. 

Lampira.-i ( r dckurrer: 

Transkp danjurrr ah 

kaseJ lie diit3I. 

Jakarta, . .. 	.2C.2 
Yang Mer,'orohkan (APL), 	 Peabat ungsianal vaig 

M 7e. ma, 

, 

N I P,  
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TANDA TERIMA INVENTARSASI 

KELENGKAPAN DAN BARAN RAPAT UNTUK 

PEYUSUNAN RISALAH RAPAT SEMENTAR.A 

tt' 	AV-tny 	p 

NIP 	 2W2. 

Jabatan 	Perisa!h Legislatif Pertarna /-Ma /.J4- 

Penyeenga-a Raat 7 	k4A. 	I1 	g. 
Jenfs Repat 

Agenda RaaI E1A14 	z'i-a 	(UU Y5 	 Ot%I 
Sifat Rapt 

S. 	TaigaI Raaat 5e4,0 	).i 	t 2019 
Taga terthia 2 	)'w.j 99 
Keiengkapars Dowmen rdangan Rapat Dtfar Peserta 

O Balian PapaS Lasir.g 

OskenartoRapar u 	.................... 

Rekaman Rapat S6 Kaset 3erJjnIah .3. taö..stt 

0 Compact Disk 

O Dgita Voice Rec. 

-- -. 	9. 	.ampirar, ( File dokumer) 

Transk:p dart jurnsh 

kcsetj fiIp digital. 

akara,9.. 
Yang Maryaralkarr 	FL, 

P&abat 	us, iona1 yai 

M n 	ma, 

50fi-1IR 	t3N' 	WI .... 	... IL4.t 	 P. 
NP 1992M53oi 
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Lampiran 10. Pedoman 

LATAR BELAKANG 
Risalah rapat sementara nierupakan catatan rapat yang 

disusurt secara Iengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan 

yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan 

tentang jenis dan sit at rapat, han dan tanggal rapat, tempat rapat, 

acara rapat. waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan 

sekertans rapat, jumlab dan nama anggota yang menandatangani 

dahtar hadir serta undangan yang hadir. 

RisalaJi rapat sementara merupakan salab saw output rapat 

yang dihasilkan dari setiap kegiatan rapat dlllngkungan DPR RI 

yang mempunyai peranan periling yaitu menjadi bahan dan 

mateni dalam proses pengambitan keputusan rapat seianjutnya, 

menjadi dokumen negara, menjadi informasi pubhk yang 

dibutuhkari otch masyanakat, dan sebagal salah satu alat bukti 

terhadap proses hukum yang terjadi seperti judicial review, kasus 

korupsi, dli. 

TUJUAN PENYUSUNAN 

PEDOMAN 

AXO 

4..*[
Semertard  

PIM 

Keterangan 

01 	AKO menyerahkan kaset rekaman hasil rapat. 

S APL menyerahkan transkrip rapat beserta kaset rekainan hasil 
rapat kepada PL untuk diadikan  risatah rapar sementara. 

- PL berkoordiniasi dengan AKD uniuk perrnintaan baban rapat 
dengan nietampirkan torm checklist, kelengkapan bahan rapar 

sebagai acuan untuk penyusunari risaiah rapat sementara. 

Menyediakan pedoman dalam melampirkan bahan Pisalah rapat sementara diseratlkan kepada AKO uniuk 

rapat dalam penyusunan risalah rapat sementara diveritikasi arau dikoreksh kemudian dikembalikan kepeda PL 

Meningkatkan kinerja pegawai untuk dilakukan koreksi.  

Mempermu dati 

	

	 ntsalah rapat sernentara penyusunan 
rapat semeara yang sudah di koreksi Penyerahan risai 	 nt 

kepada AXD dengan beriia acara serah terima 
Menyediakan dattar cektist kelengkapan bahan rapat 

• Risaiah rapat sernenrara yang sudati dilakukan koreksi 
kemudian diserahkan kepada Perisaiah Legisiatit MUda untuk 
dilakukan validasi iebih lanlut 
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J.b.l., 	 e, .ffi..,.fp,!.tM.4.1u.e.. 

I A1.%dRWC 

--a--, 

• ••-,..-,I.••.. 

tlak&1a4. 

ca C 1.1. •,.IT. 

u1I-..,, •_.- 	F 

I  

LAPtaid rWCCARISASI 

HASU. TRAN9( Y.LLNGKSPNI 1W. .AIWi R.'b LHWK 

PEM'%SUNM4 P7SAIS RAP*' SFEMTAAA 

LAMPIRAN 

FORM CHECKLIST 
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Lampiran 11. Undangan Rapat dan Sosialisasi 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

= 	 JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
. 	TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 571542315715925, WEBSITE vww.dpr.go.id  

Nornor 	DP/13771 /SETJEN DAN BK DPR RI/PS 13108/2019 	23 Agustus 2019 Sifat 	Penting 
Lampiran 	- 
Perihal 	Undangan Rapat. 

Kepada Yth: 
1. Kepala Biro Persidangan 
2 Kepala Pusat Penelitian 
3 Kepala Bagian Risalab beserta Jajaran 
4 Drs Ahmad Budman M Pd 

Perwakijan Sekrelariat Komisi II 
Perwakilan Sekretanst Komjsj III 

7 PerwakiIn Sekretanat Komi IV 
8 Peiwakjlan Sekretarjat Bamus 
Sekretar,at Jenderal dan BK DPR-RI 
Jakarta 

Bersama im diberitahukan dengan hormat, bahwa Bagian Risalab akan 

mengadakan Sosialisasi Kegiatar, Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019, 

yang akan dilakariakar, pads 

Han, tariggal 	Senin, 26 Agustus 2019 

Waktu 	 1400 WIB S d selesai 

Tempat 	 Ruang Rapst Pansus C 
Gedung Nusantara II Lantai III DPRRI 

Acara 	 Sosialisasi Kegiaran Aktuatrsasi CPNS Bagan Risslah Tahun 2019. 

Demikian kan,i sampaikan, alas perhatiarinya kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Biro Persidangan I. 

e 

a 

M. Dimyati Sudja 	Sos., M.Si. 
NIP 19590910 196003 1 005 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. : (021) 5715 349 FAX, (021)571542315715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

Nomor 	DP/137871SETJEN DAN 81< DPR RI/PS.13106/2019 	26Agustus 2019 
Sifat 	Penting 
Lamprar 	- 
Perihal 	Undangan Rapat. 

Kepada Yth 
Perwakilan Sekretariat Komisi 
Perwakilan Sekretariat Kornie II 

3 	Perwakilan Sekretariat Komisi III 
4. Perwakilan Sekretariat Komisi IV 
5 Ferwakilan Sekretariat Kornwi V 

Perwakilan Sekretanat Komii VI 
Perwakilan Sekretariat Kornisi VII 
Perwakilan Sekretariat Komisi VIII 
Perwakilan Sekretariat Komisi IX 

10 Perwakilan Sekretariat Komisi X 
Perwakilan Sekretanat Kornisi XI 
Perwakilari Sekretariat Barrius 
Perwakilan Sekretariat Parsipar 

Sekretariat Jenderal dan BK DPR-RI 
Jakarta 

Bersama ini diberitahukan dengari hormat. bahwa Bagian Risalsh akan 

mengadakan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalab Tahun 2019, 

yang akan dilaksanakan pada: 

Han, tanggal 	Senin, 26 Agustus 2019 

Waktu 	 14.00 WIB s.d. selesai 

Tempat 	 Ruang Rapat Pansus C 
Gedung Nusantara II Lantai III DPR-RI 

Acara 	 ' Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019 

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapksn terima kasih. 

Kepala Bagian Risalah, 

uhmad YA Igbal, S.E. 
NIP 967071171993031006 

Temusan 
Kepata Biro Persidangan I Setjen dan BK DPR-RI 

65 



Lampiran 12. Laporan Singkat Sosialisasi Aktualisasi 

LAPORAN SINGKAT 
SOSIALISASI AKTUALISASI 

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN RAPAT DALAM PEN VLJSUNAN 
RISALAH RAPAT SEMENTARA 

Jenis Rapat Sosialisasu 

Had / Tanggal Senri, 26 Agustus 2019 

Pukul : 14.30 - 16.00 

Tenipat : Ruang Pansus C 

Acra Sosiatisasi Pedoman Pamberian Bahan Rapat 

Dalarn Penyusunan Risalalt Rapat SBmentara. 

Ketua Rapat Kepala Bagian Risalali 

Hadir : Pejabat Fungsonal Bagian Risalah, Penebti AN Madya. 
Perwakilan dad Sekretanat Komisi (AKD) 

I. Pendahuluan 

1 Rapat dirru ai pukul 14.30 saat tamu-mu undangan sijdah hadir. dan 

Oibuka olh Muhammad Yus Iqbal. SE selaku Kepala Bagian Risalad. 

2 Kea rapat menperkerialkan karni sebagai CPNS bagian risalah dengan 

maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi yaltu untuk mensosialisasikan 

hasit ke9iatan pelathan dasar CPNS Angkatarl II tahun 2019. 

3, Ketua Rapat mempersilahkai kepada kami untuk memaparkan hasil kegiatan 

aktualisas yang sudah kami susun dalam rangka pemenuhan tugas akhir dan 

pelatihari dasar CPNS merrgenai Pecornari Pembeian Bahan Rapat Dalam 

Ponyusunar Risalah Rapat Samentara. 

4. Sctelah pembahasan selesal Kotua Rapat mcmpersilahkan Mentor. Kopala 

Biro Persicangart I, Penoliti AhU Madya, dan rekan-rekan dart 65915n Rlsalah 



serta Perwakilan Kornisi untuk memberikan masukan dan tanggapan 

terhadap pedoman yang disosialisasikan. 

II. 	Kesinipulan: 

Pedoman Pemberian Bahan Rapat dalam Penyusunan RisaTah Rapat 

Sementara mendapat apros'asi dan tanggapan yang positif dan rnecupakan 

novasi baru karena seiama mi penyerahan kaset rekaman rapat tidak disertai 

dengarl bahan rapat, unWk itu diharapkan untuk perwakilan AKD agar 

menjadi perhatian untuk menyertakan bahan rapaL dalam penyerahan kaset 

rekarnan rapal. 

Penyerahan kaset disertai dengan bahan raoat dharapcan dapat dimasukari 

dalam Jknis dan di irifokan kepada AKO untuk menyisihkan bahan rapat 

yang dapat digunakan sebagai data awal dalam inventarisasi bahan/data 

dalam pengeloLaan hasil transkrip menjadi Risalah Rapat somentara. 

Inovas-inovasi baru diterirna derugan baik oleh para hadirin undangari dan 

diharapkan akan terus diperbaharui lagi untuk disernpumakan sabagai 

panunjang datam pelaksanaan tugas dan jabalan untuk rnencapai tujuan 

bersarna dan sebagai implementasi dari PerTnenpan nomor 26 tahun 2017. 

Disarankan agar dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi dibenikan 

perbanidingan hasil dari sebelurnu dan sesudah ada pedoman sehlngga akan 

teampak perbedaan dalam penyelesalan tugas tugas dalam mendukung 

kinierja Dewan. 

Perlu ditampilkan dalam pedoman ado au:put dan outcome yang dibasilkan 

agar hasil-hasil dalam beituk kagiatan dapat dimarifaatican oleh Pensalah 

Legislatil ahli Muda sesuai mekanisme yang lerdapat dalarn Permeipan. 

Diingatkan juga oleh Peneliti AN Madya agar pedornan yang disanipaikan 

bukanu SOP kerja melainkan panduan dalam melakasnakan Penmenpan. 
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Dalam kegiatari aktualisasi harus tercermin nilai-nilai dan ANEKA. Apa 

kendata dan manlaat daii proses aktualisasi dan bagaimana cars 

menyelesaikan diharapkan dapat membantu semakin dekat dengan tujuan 

organisasi. 

Dengan adanya bahari rapat dalam penyusunan rtsa!ah rapat sementara 

dapat membontu Porisalah Legislatif pertama dalarn menyusun cisalah rapat 

serrentara dapat Iebih cepat dan rnengl-indari kesalahan baik dari sisi tata 

Bahasa, isi rnateri rapat dan penulisan nama pembicara 	dan Jugs 

meniudahkan PensIai Legislatif Muda dalam molakukan venfikasi Risalah 

rapat sememntara Lntuk disusun menjadi Risaish Rapat Resmi.. 

Diharapkan Bagian Risalah untuk Iebih aktir dalam mongecok jadwal rapat 

pada websila 	DFR RI untuk menunjang penyusunan risalah rapat 

sernentara. penerapan pedoman pemberian bahan rapat diharapkan bsa 

dilaksartakan secepatnya. 

III. 	Penutupan 

Rapat koordinasi di tutup pada puku 16,00 oleh Ketua Rapat, 

MenyeLjji Psserta Latsar 

Mentor, 

D . ii Budi Utami, M.Si 
	

tnes Adhit$ Pambudi 

NIP.196 105201988032001 
	

NIP. 1992cf3232019032002 
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Lampiran 13. Gambaran Umun 

GAMBARAN UMUM 

PENERAPAN PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN RAPAT DALAM 

PENYUSUNAN RISALAH RAPAT SEMENTARA 

Hari/Tanggal 	 : Rabu, 14Agustus 2019 

Nania Rapat 	 RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI 

dengan 

DIRJEN BINA CIPTA KARYA (HADIRKAN I3ALAI 

PRASARANA PEMUKIMAN WILAYAH SE INDONESIA, 

DIRJEN PENYEDIMN PERUMAHAN DAN DIRJEN 

PEMBIAYAAN PERUMAHAN KEMEN PUPR. 

Tempat/Tanggal Rapat 	Hotel Ayaria Mid Plaza, Ballroom I Jakarta Pusat 

Rabu, 19Juni 2019 

Kelengkapan 	 Lengkap (Kaset, Hasil Transkrip, Daftar Hadir, Bahan 

Rapat, Laporan Singkat) 

CATATAN: 

Pembuatan Pedoman Pernberian Bahan Rapat dalam penyusunan Risalah 

rapat sementara ditakukan dengan tujuan agar hasil pengotahan transkrip 

menjadl Risalah Rapat sementara dapat diselesaikan tebih cepat dan akurat 

sesusi dengan apa yang berlangsung dalam rapat. 

Dalam pcnyusunan nsalah rapat somentara dengan menggunakan Pedoman 

Pemberian Bahari Rapat akan membuat penyelesaian pengolahan hasil 

transkrip menjadi Risalah rapat sementara menjadi Iebih cepat dan akurat 

karena didukung data berupa bahan rapat, sehingga pengisian nama 

anggota dewan yang hadir, agenda acara rapat serta nama lengkap 

pembicara dan kode atau istilah dalam materi rapat dapat diminimahisir 

kesalahannya Karena dalam pedoman pemberian bahan rapat disertai form 

checklist kelengkapan bahan rapat 



Penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan Pedoman 

Pemberian Bahan Rapat akan mempemiudah memahami isi/maten rapat. 

Karena selama mi yang t&jadi ketika ada isi/materi rapat yang tidak dipahami 

akan diberi tanda . .......atau kelerangan "suara tldakjelas. 

Pedoman Pembedan Bahan Rapat akan membantu mernpercepat proses 

pengolahan Risalah sementara oleh Perisalah Muda dalani melakukan 

otentikasi dan validasi karena sudah lengkapnya bahan pendukungnya, 

sehingga penyerahan Risalab tetap kepada AKD juga akari lebih cepat. 

Pemberian Bahan Rapat dalam penyusunan Risalah Rapat senientara sangat 

membantu kinorja Perisalah Legislatif dalam melakukari pernahaman dan 

menarnbah wawasan terhadap mated dalam penyusijnan Risalah rapat 

sementara, rnengingat background pendidikan yang dimiliki belum tontu sama 

same dengan materi/substansi rapat Dewan. 
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Larnpáran 1 : Berikut conoh cover risalah rapat senientara yang dIengkapi dengan bahan rapat. Dalam pengisian dattar 

hadir. Judul keterangari rapat dapat diusi derugan lebih Iengkap, benar dan cepat dengan adanya kelengkapan bahan rapat 

dalarn penyusunan nsalah rapat sernnntara 

6)o 
DEWAN PERWAP(ILAN RAKYAT 

REPIIBLIK INDONESIP 
RISA LAN 

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI 
DENGAN DIRJEN BINA CIPTA KARYA 

(HADIRKAN BALAI PRASARANA PEMUKIMAN 
WILAYAH SE INDONESIA, DIRJEN PENYEDIAAN 

PERUMAHAN DAN DIRJEN PEMBIAYAAN PE 
RUMAHAN KEMEN PUPR) 

•J_ Itflt 

S. 

J $t.tIWM.U'4Sflfl C I'S. 

••,S •&b•J. Z.C- IS.. 

•1.&• 



N-) 

Lampiran 2 Berikut ini contoh risatah rapat sementara yang dilengkapi dengan bahan rapat, contoh pada lampiran menunjukan 

penulisan lokasi pada rapat dapat ditulis dengan benar sesuai dengan isi dari tematik rapat yang sudah di pahami oleh penulis 

pada saat menyusun risalah rapat sementara. 

Sebelum penggunaan pedoman pemberian bahan rapat masih ada tanda suara tidak jelas dengan ditandai label kuning 

karena kurangnya pemahaman akan materi pembahasan 

- " 	
oaoo o.ospoo oaoi .... 	 Aa b 

Oil .040,1129735110977104.71 7,0,,,, 0.071303,, 8n1I0I050Ik1Il 111,01110, 10010.). 170 

00733. dl 11.71 417.115 Oj.,rr. dl! loll 74171)1 dl 0011, '91,0030.0,70*0 77110.3 

1410041311.0 1 -497d4 070.0147104,! LIII 14L071 14-00717 4fl9941d11 1070411 OTOLO. ,  OlolaLO 

61.4150 130104110fl OflflJllfl 1,10410131 0108111 01600 (5131 1054 aOIIL*Ifl 00'f101rlaUrlZfl 

scam 0) 0710.051 13.4.1 1,1 Ink).. .1011 0(10,009710 IrlollIal Sa0dUl11flI,4fl 	 II 

meman9 	 7*14311,0311 Pr. 10001,151 041 K*moO101I . 090 Oeml3000071fl / loan, 

104104711 ylOflI II 001011 0! 0(00)05 1)0) 1,300437 /1911000113 	 0101no 07/1/9113 

039711/. 0030100. don 9033018/Ill 00/17317 B0!8l10951fl100100010 1407 11301 

iIl'011.'/L]. p.'II/ll'9I)ukan l0I/1dllkhll .151,91010 1,5,7.4/ 11,/I 11071,, .11,171,0 

o,..,.oa U. 0.0501 0 , 701771 III OSIOTOIs iM7lIQ 4307704. 0130! IllfllO OTIS 10 allan 07 

nII1 'c 740.47'; 0 blab 740,10,. Oan7..7a .31 00/3 jan's. 0438 0303131 OOr,400 31011411 

.004331311 1014031 17 lIla, 17110l11,,30.I1I,l)/IISIIUOIIII 00001.050*/SI 0770 0030. 

4013/31147 I'S req1000I 11011211313 111111 70,0501.01 lanlumelOn 1710 030upatel 

710403 0073 033 50fl1030 UI 9a'AKO 5,/In 534110fl31. II /l/011173117* 07590fl 3)0049 

0515 90.10119 OlIn 1097W /4 llIl0fl .477171310/ p9/40311040'l9 00,10/4, 04011 07 7,1 

00750 4//illS IOfl 10 111)43.6 'II 75710453940013 300071105 0710400 4112.00 00073187 6 
7/300 110l0.IOOlfl 171/0501401/I 104314411 3341040,. 7404105 0&'9731000 /747401 001910 

0I1lj0 110kM/daIS 074000171 011lkllfl  364*41! llIfllldfl 9701037 50 51.11141 034 091 

32.19 105073a 1000$ 00153130 004940 71111.4300 731/u 51711, 1010 4.00,93 

/011/10I094llIi7S1 ItOlfl 9101509, dl 64960330 71/0911781(1 900500 95 ,a0010020IO , '4 

72.001 14.03030 0-4113 01111 131 0' 03757 0-03 00700036 011,3000103 971/135- 30930 

337/171551711,1004 1003,, 0170 0014 IflotUl 1783015 7031 11101071 093 alAn 103471 

bnil*IlI',lo2,0 •7.u1 5-1,l.,llll,lII 3,-l11l,,,Iulhk./4150,-lIa0040l,o,, ,.,OII ljao .lapoI 1011/ 

• 	 ,ena41Onflal30laOas.3130 	 00kllflOU,4 ,  (71*47. 0S,lII0I,tkSlQ0001.194001110011700411. 

1,131314111 III 09(101 oaflInolp.3r8.la  101 OThflQ b114I901l1 001401, 113334 0131 , 01440 

0000303,, 311  IS;l 4100*1.15 1l0l]IIIISOIII'l.1 II ,  /0(4111 0.0, I,".",",l"1a(' II 71035lil 

9.,431,ruo, 2020 .00 m.ma'l9 3413 0I09l5.fl'10091101 (810430411.9(7201012019111124717 

50-05711347020.40071133107371.071731*1171 pe.nafl 195110031311024113100(000911 
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kabima, keborejo. dan kertamatUl dengan alokasi 
anggaran sebesar 587 Miller. Kemudian pembangunarl 
lnfrstuktur air limbah sanitasi dii 14 lokesi antara lain IPLT 
di sumba, di poso. di jember di wakatobi, tanjung japung, 
malili. lutiut timur, di tandak, di lanjung jabung, di bialc 
numfor. dan juga di Rota jambi. kota makasar dengan 
alokasi nnggaran sebesar 1.6 Triliun. Pombanguflan 
infrastruktur persampahan di 60 lokaSi antara lain TPA 
regional minahasa utara, TPA regional tanlumelito, TPA di 
kabupaten malaka Rota palu, sampati di kalaka, sarmi, 
sorolarigu, di mempawah dengan alokasi dana kurang 
lebib sebesar 1,4 TnIiun. Kemudian pembangUnan 
lanjutan PLBN di 10 lokasi antara lain di Serasan, di Jagoi 
Babang, Yetetkeufl dengan alokCSi anggaran 1,6 Tahiun. 
Kemudiari renovasi dan perrataarl Kawasan fasililas 
keagarnan masjid istiqial. masjid Nyak Sandang di aceh ni 
dengan alokasi anggarafl sebesar 60,5 Miliar. Ada juga 
yang menjadi focus berkaitan dengan pariwiSota ycitu 
kami akan mencoba memprogramkan lebih banyak lagi di 
2020 dan programnya sedang disrapkan di 2019 ini yartu 
4 kawasan wisata prioritas di danau toba. Borobudur, di 

mandalika gilitrawangan den sekitarflya, serta labuan 
bajo. Nan khusus di danau loba ini kami juga akan segera 
berkoordinaSi dengan pemerintah daerah untuk 
idenlifikaSi awal kami yaitu diperapat dan sebagainya 
serta Kawasan-kaWaSafl itu yang akan kami kembangkafl 
juga didukung oleh prasarana air bersib den sampahnya. 
mi yang bararrgkali bukan hanya penataan Kawasan saja 
tapi didukung oleb prasarana air bersih dan persampalian, 
ni segera. Selain itu di 2020 ini memaflg ada program-
prograrri yang akan, program 2019 yang tidak selesan tapi 
meluncur artinya multi ya yaitu pernah misalnya stat 
regional duroltng itu adalah carry over kepada 2020 
regional Re purwojo Rota bandar lampung dengan 
pergeseran anggaran sebeaar 394 Miliar kemudian 
penyehatarr lingkungan di TPA sampah regional 
meminataralig dan air limbah Rota pekan baru area 
selatan. Kemudian program penataan bangunan dan 
lingkungan berupa pembanguflan 6 PLBN tahap dua 
pengembangan sarana don prasarona 7 PLBN terpadu 
sudah kami sabutkan juga tadi renovasi maslid istiplal. 
Revitalisast Kawasan sarlbu rumah gadang den 
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